INSPEKTORAT
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021

Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat R
JI. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas - Mamuju | \-_ inspektorat_Sulbar I | inspektoratprovinsisulbar@gmail,com




LEKjIPinspektorat Sulbar 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.
merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan tugas
dan fungsi serta penggunaan anggarannya kepada Gubernur dan Publik. Selain itu, LKjIP ini
merupakan wujud dari kinerja Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang
dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat 2017—2022 beserta
perubahannya.

Mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 memberikan informasi mengenai
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
strategis sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 118.4/23/SULBAR/1/2021,
tanggal 8 Januari 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021.

Para pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang
capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2021. Semoga laporan ini
dapat menjadi media pertanggungiawaban untuk mendorong peningkatan kineria di masa
mendatang bagi seluruh pejabat maupun staf Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, serta dapat
memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah

perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Mamuju, Februari 2021

4}Kepala Inspektorat,

Drs. H. M. Natsir, M
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 | 116
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EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas Gubernur bidang pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi
Perangkat Daerah yang ada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten se- Sulawesi Barat. Untuk itu seluruh peran, kedudukan,
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada tujuan, sasaran
strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi
Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Total realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung dan tidak langsung
mencapai 98,93%. Hal ini mengindikasikan dari sisi penyerapan anggaran masih tergolong
sangat tinggi (interval 91% <100%),).

Capaian atas target kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) perubahan, berada pada kategori sangat memuaskan atau
sebesar 100,04%. Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2021
vang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin)

Jumlah keseluruhan laporan hasil pengawasan Inspektorat Tahun Anggaran 2021
adalah sebanyak 804 laporan (rincian pada lampiran 1). Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi instansi dan
pimpinan untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja, keandalan penyajian pelaporan,
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun hambatan/kendala secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :
|, Auditee tidak tepat waktu dalam menyiapkan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh

pengawas.
2. Masih rendahnya tingkat respon auditee baik saat pemeriksaan maupuntindak lanjut atas
rekomendasi temuan hasil pengawasan.

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat,
langkah perbaikan pada Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada peningkatan Kapabilitas
APIP menuju level 3 dan mempertahankan tingkat Maturitas SPIP vang telah berada
padalevel 3, yang menggambarkan bahwa sistem yang dimiliki APIP sudah cukup memadai,
dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dengan membuatkegiatan
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), memaksimalkan kinerja Pokja/Satgas, serta meningkatkan
efektifitas hasil pengawasan melalui pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
secara intensif,

Satuan Tugas (SATGAS) internal juga telah dibentuk sebanyak 20 (dua puluh)

Satgas/Pokja yang diharapkan dapat menjadi klinik bagi stakeholders Inspektorat sebagai
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bentuk dalam mewujudkan peran dan fungsi yang diharapkan sebagai Consulting Partner,

Quality Assurance dan Catalyst secara lebih efektif dan maksimal.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ke

depan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu :

o

(¥%)

I

Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern secara berjenjang khususnya dalam
penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan agar tepat waktu:

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data
secara berkala;

Meningkatkan peran aktif masing-masing Satgas/Pokja yang telah dibentuk;
Koordinasi intensif antara tim audit, obrik pemeriksaan dan tim tindak lanjut;
Perlu dukungan Kepala Daerah dalam membangun komitmen bersama seluruh

Organisasi Perangkat Daerah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesual
dengansemangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang
bersihdan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang
dalamKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, yang
mensyaratkanakuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan
hal tersebut,pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun
1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui
dengan diterbitkannyaPerpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahyang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuandan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam
pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapidengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi.

Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan signifikan untuk
kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerahdi
lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komitmen Inspektorat Provinsi
Sulawesi Barat dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas kinerja, tertuang dalam
laporan kinerja tahunan yang berisipertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai
visi. misi. tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, ikhtisar pencapaian sasaran
sebagaimana vang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen
perencanaanyang dapat memudahkan memahami isi laporan kinerja ini.

Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk :

Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

e P

Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

o

Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

d. Penyempurnaan berbagai kebijakan vang diperlukan.

B. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unit kerja Eselon IIA,
berkedudukan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
memiliki 73 (tujuh puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari seorang
Inspektur dan membawahi 4 (empat) elelon III, 2 (dua) eselon IV, kelompok jabatan

fungsional auditoryang berjumlah 40 (empat puluh) orang, fungsional Pejabat Pengawas
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Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang berjumlah15 (lima belas) orang dan staf
sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pada tahun 2021, terdapat 20 (dua puluh) orang fungsional pengawas memenuhi
syarat mengikuti diklat fungsional baik pembentukan maupun penjenjangan dan 1 (satu)
orang pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat [11.

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah (Orang)
PANGKAT, GOL. RUANG Panghat R(E:;l:g Tl
Pembina Utama ( IV/e) i 0
Pembina Utama Madya ( TV/d ) I
Pembina Utama Muda ( IV/c) 2 17
% Pembina Tk.1(1V/b) 5
a Pembina ( [V/a) 9
- Penata Tk.I ( 111/d ) 28
S Penata ( 1ll/c ) 26 & 73
E Penata Muda Tk.1 ( 11I/b ) 9 :
T} Penata Muda ( I1l/a) 7
E Pengatur Tk.1 ( 11/d ) 1
Pengatur ( 1l/c) 5 5
Pengatur Muda Tk.1 (Il/b ) 0
Pengatur Muda ( 1l/a ) 0

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2021

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah
I. | Doktor (S3) 0
2, Magister (S2) 17
3. Sarjana (S1/D4) 51
4. Sarmud / D-111 0
3 SLTA Sederajat 3
6. SLTP Sederaiat -
| JUMLAH 73

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum ltprov Sulbar,
per 31Desember2021
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Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional

JABATAN STRUKTURAL berSeriifikat
Diklat PIM 1
Diklat PIM 11 1
Diklat PIM 111 3
Diklat PIM IV 2
Auditor Utama (Pengendali Mutu) 0
= Auditor Madya (Pengendali Teknis) 13 o
; Auditor Muda (Ketua Tim) 27 E &
S Auditor Ahli (Pertama) T a
z . =
- Auditor Penyelia 1
i Auditor Terampil -
z
= Pengawas Pemerintah Madya 4 a
172} &
g Pengawas Pemerintah Muda 3 = 7
E Pengawas Pemerintah Pertama 0 %
5 Audiwan Madya 0 >
=
2 Audivan Muda U -
< ) a8
= Audiwan Pertama 0 ..:..Jﬁ
Pengadministrasi Umum (staf) 10 Staf
Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember2021
Anggaran Inspektorat (APBD TA 2021)
Minimal R %
Anggaran Yo Anggaran ?/{I
Pemerintah % Total Anggaran | Scsuai Operasion Program
Provinsi L — Anggaran APIP dari | /Tidak | Operasional al Program Peningkat
Sulawesi APIst APIP thd APBD Sesuai | Pengawasan | Pengawas | Peningkatan an SDM
Barat Anggaran (Sesuai Ketentu APIP an thd SDM APIP thd Total
K/L/P Permenda an Total Anggaran
gri Anggaran APIP
64/2020) APIP
Rp Kp Yo Rp Yo Rp Yo
i 2 3-23) 4 5 6 7-(612) 8 9-82 |
2,361,848, 17,685,243,672 0,75% 0.90% | Belum 38.27% | 299,652,000 1.69%
733,892 Sesuai | 6,767,557,
763

C. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha,

tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan

daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan

daerah, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
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oleh perangkat daerah, yang hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi

Barat.

Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun
berbasis prioritas dan risiko, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan
oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus antara lain

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

3. Pengawasan yang bersifat mandatori

a Kinerja Rutin Pengawasan
b Pengawasan Prioritas Nasional

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi

5. Penegakan Integritas

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Dalam penyelengaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas. Inspektorat

mempunyai Tugas dan Fungsi :

Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas
membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
vang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;,

pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit. reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau
Menteri;

penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi:

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Susunan Organisasi
Pasal 4

Inspektorat Daerah. terdiri atas :

a. Sekretariat:
b.  Inspektur Pembantu Wilayah I;
¢.  Inspektur Pembantu Wilayah II;
d.  Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
e.  Inspektur Pembantu Wilayah Khusus
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan

administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l),

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja di bidang
pembinaan dan pengawasan:

b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpananlaporan hasil
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

¢. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaanproses penanganan
pengaduan;

d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;

e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan
kerumahtanggaan:

f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dankepegawaian;

g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian,
perlengkapan dan kerumahtanggaan;

h. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunananggaran;

i. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporaninspektorat;

j. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masinglnspektur
Pembantu:

k. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-
masing Inspektur Pembantu;

I. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing- masing Inspektur
Pembantu;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas
Inspektur Pembantu;

n. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait:
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0. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan:

p. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja
Instans1 Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspekiorat,

q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;

r. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait: dan

s. pelaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.
Pasal 6
Sekretariat, terdir atas:
a.  Subbagian Program dan Keuangan: dan
b.  Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 7

(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

mempunyai tugas:
melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;

b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;

c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA);

d. melaksanakan  koordinasi  penyusunan  program  perencanaan pemerintah
daerah (RPJPD. RPJMD dan RKPD):

e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;

f. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan
pelaporan-pelaporan lainnya;

g melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data
statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;

h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan
kegiatan masing-masing bidang:

1. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran,

j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta
pembenahan administrasi bendahara;

k  melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

I.  melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;

m. melaksanaan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;

n. melaksanakan perbendaharaan keuangan:

0. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan
meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak- hak keuangan lainnya;

p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
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melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;

melaksanakan  koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan
keuangan,

melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi
dengan unit kerja yang lain;

menyiapkan rancangan produk hukum daerah:

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,

mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian
meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan
laporan berkala;

melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem
Informasi Kepegawaian (SIMPEG):

melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melaluiSistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG);

melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai:

melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan
mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;

melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana
kebutuhan perlengkapan:

melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan
aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja: dan

melaksanakan  klarifikasi dan  menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);

melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil
pengawasan;

menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;

. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;

menyiapkan bahan monitoring. evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan:
melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
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Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 8

Inspektur Pembantu Wilayah [ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,

mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan
dan di bidang kemasyarakatan.

Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan
dan pengawasan;

b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan
pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang
kemasyarakatan;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan,
di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;

d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan
pemeriksaan:

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur PembantuWilayah I;

f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebtjakan:

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah Il Pasal 9

Inspektur Pembantu  Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,

mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan

dan di bidang kemasyarakatan.

Inspektur Pembantu Wilayah Il dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan
dan pengawasan;

b pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan
pengawasan di bidang pembangunan,  di bidang pemerintahan dan di bidang

kemasyarakatan;
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c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di
bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;

d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan
pemeriksaan;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur PembantuWilayah II;
pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan
dan di bidang kemasyarakatan.

Inspektur Pembantu Wilayah 111 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan
dan pengawasan:

b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan
pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang
kemasyarakatan;

¢. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan,
di bidang pemerintahan dan di bidangkemasyarakatan pada wilayah kerjanya;

d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan,pengawasan dan
pemeriksaan:

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur PembantuWilayah II1;

f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

te

pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h.  pelaksanaan tugas lain vang

diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 11

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mempunyai

tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan
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Investigasi/penanganan pengaduan masyarakat serta menjalin hubungan kerja sama dengan
Lembaga/Instansi pengawasan terkait bidang Pencegahan, Edukatif, Preventif, dan
Investigasi-Represif/Korekiif.

Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi:

b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;

¢. penyusunan  pedoman  dan  pemberian  bimbingan teknisinvestigasi dan
pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;

d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadapperencana dan
pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk
program lintas sektoral;

e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga. audit klaim dan audit investigatif
terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara,
audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli
pada instansi pusat dan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian
keuangannya dibiavai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan
usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau
kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya
pencegahan korupsi:

f  pelaksanaan sosialisai dan bimbingan teknis, program anti korupsikepada masyarakat
dunia bisnis, aparat pemerintahan dan badan- badan lainnya

g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan
investigast; dan

h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di

bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor
770/20/1/SK/VI/Itprov/2017, tanggal 1 Juni 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-
masing Jabatan Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi

Barat, adalah sebagai berikut :
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Auditor mempunyai tugas pokok melakukan reviu, audit keuangan dan aset dalam rangka

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Rincian Tugas Auditor :

a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan

b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan

C.

Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan
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Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan

Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilimuan pengawasan

Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik,
Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan

Berperan serta dalam seminar/lokakarya/Sosialisasi/Diseminasi di bidang pengawasan
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor

Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional

Ikut serta dalam Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan

Menjadi Anggota dalam kepanitian dan organisasi profesi di bidang pengawasan

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi :

T P

R T« N o

Auditor Pelaksana

Auditor Pelaksana Lanjutan
Auditor Penyelia

Auditor Pertama

Auditor Muda

Auditor Madya

Auditor Utama

JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengawasan atas penvelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di

luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan

pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan_ pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan

teknis pemerintahan di daerah.

Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) :

Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di
luar pengawasan keuangan, meliputi:

1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,

2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,

3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,

4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

5) Pengawasan untuk tujuan tertentu

Melaksanakan evaluasi penvelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
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Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Baratberdasarkan Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Tugas dan Fungsi. Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 24).Bagan Struktur

Organisasilnspektorat Provinsi Sulawesi Baratdapat dilihat pada Gambarl.

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISAST JABATAN STRUTURAL DAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT PROVINS! SULEWESI BARAT
TEPERTUR
Sekret ans Inepekoar
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L
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Stal Seal
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Iragskia Pamboarn, Irapebiur Pembociu gt hat Pembanii bl s Flammdara
e | i Wiinsah L
rae
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Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

Berdasarkan Renstra Inspektorat (2017-2022) Perubahan. dirumuskan beberapa

permasalahan utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 , 3 /

Tingginya permintaan

l & o
apat Koordinasi (undangan) yang masuk 5

bersamaan

1. Jalur koordmast hampir di seluruh
kementrian / lembaga, namun
anggaran perjalanan dinas terbatas
2. waktu undangan kadang hampir

panjangnya daftar antrian
Peningkatan peserta  diklat, standar

Keterbatasan Anggaran Diklat. dan

Khusus)

Negara dan pengaduan lainnya

2 Kapabilitas Aparatur | kebutuhan tenaga fungsional kt_atersedlaan ko ik pelakaana
.| diklat sangat terbatas
L pengawas belum memenuhi o
Tindak kepatuhan terhadap | 1. Aparatur kurang membaca dan
i Pemeriksaan Reguler pf:_r.aturan | penmd&rlg- mengupdate pcra_mran pertmd'ang_;-
3 / PKPT undangain  yang  berlaku | undangan yaig berlaku
masih  rendah, sehingga | 2. kurangnya sanksi tegas atasan OPD
temuan masih banyak terutama temuan aspek kepegawaian
1. masih terdapat proses pengadaan
yang dilakukan tidak sesuai dengan
Penanganan kasus oS- .
4 (Pemeriksaan kasus pengaduan bertambah ]

2. tingginya angka pengaduan
perceraian di kalangan Aparatur Sipil
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Auditee kurang memiliki komitmen
untuk menyelesaikan tindak lanjut

s | Dndaklanjuthasl | perschiase FLOMONAIS! YAOB | yocit pemeriksasn, Subyek tidak
pengawasat 1 anjui masih rendai Aidatabisid keberadaannya, atai
lokasinya berada jauh dsb
para  penyusun Laporan
Keuangan di masing-masing
6 Reviu Laporan OPD  belum memahami | Bendahara dan Pejabat lainnya cepat
Keuangan OPD penyusunan laporan | berganti
keuangan sesuai  Standar
Akuntansi Pemerintah
_ Baluition Paisnpiiiaai Penyusun  Dokumen  Perencanaan
7 Reviu Dokumen bel | indik belum bersertifikat Diklat Perencana,
Perencanaan OPD Gl sewrs,  MGRdor Reviu  berjenjan tidak  berjalan
kinerja belum SMART-C G e I
maksimal
Masih ditemukan dokumen perencanan
8 SAKIP predikat S_AKIP Provinsi dan | yang belum sesuai dengan dokumen
OPD masih rendah perencanaan di atasnya, data dukung
kinerja belum memadai
Peringkat 1. PPD di tingkat
9 LPPD nasional masih masuk dalam | data pendukung tidak lengkap
20 besar
G Masih terdapat OPD yang | masih banyak OPD yang memiliki
10 | S0 dan Kapabilitas | il nilai maturitas SPIP | nilai maturitas SPIP di level 1 dan 2
di bawah Level 3 dikarenakan kurangnya data dukung |
OPD lambat mengeksekusiseiuruh
1 Reviu Penyerapan keterlambatan proses lelang paket_ pengadaan, OPD  lambat
Anggaran dan PBJ PBI menginput dan mengumumkan seluruh
paket Rencana Umum Pengadaan
(RUP)
PTSP  belum  membuat
PMPRB, Rencana 1ap<_)ran evaluasi efektifitas | PTSET belum mf:mbuat laporan evaluasi
AGal Eiactih thmpahan ke_w'enangan, ftfgktlﬁtas pehn_1p_ahan kewenangan,
12 Pencegahan dan izin dan non izin serta | izin dan non izin serta penerapan
Posibasuitican penerapan ketentuan ke%entuan pelalfsana.lan pembayaran
Korupsi pelaksanaan pembayaran | pajak dan retribusi dacrah dalam
pajak dan retribusi daerah | pengurusan perizinan |
dalam pengurusan perizinan '
Kinerja pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi | Kinerja pejabat pengelola informasi
(PPID) belum maksimal | dan dokumentasi (PPID) belum
terutama dalam pubikasi | maksimal terutama dalam pubikasi
nformasi  dasar  kepada | informasi dasar kepada masyarakat
masyarakat baik melalui | baik melalui kegiatan maupun media
kegiatan maupun media | online (website dsb)
online (website dsb)
Transparansi dan
Akuntabilitas dalam | Transparansi dan Akuntabilitas dalam
mekanisme pengadaan | mekanisme pengadaan barang dan jasa
barang dan jasa masih | masih terkendala dari keterlambatan
terkendala dari keterlambatan | penginputan RUP dan realisasi paket
penginputan RUP dan | sesuai jadwal
realisasi paket sesuai jadwal
e | Laporan rtanggungjawahan
pertanggungjawaban AP ; PerAnEEungy
; - penerima hibah dan bansos belum
penerima hibah dan bansos dipublikasik
belum dipublikasikan i a_m —an
r g SPI OPD masih rendah, minimnya
13 | LHKPN / LHKASN W;j‘;'; Lapor ftidak  tepal | ;. kat kepatuhan Aparatur dan kurang
o memahami penguasaan teknologi
Wajib Lapor kurang | kurang sosialisasi dan bimbingan oleh




memahami
pengisian

petunjuk
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admin OPD

14

Dana Desa

Pengawasan Dana Desa yang
dilakukan di beberapa desa
yang dijadikan sampel

Anggaran Pengawasan Dana Desa dan
Jumlah tenaga Fungsional Pengawas
belum dapat mengimbangi banyaknya
jumlah Desa yakni 576 desa yang ada
di Provinsi Sulawesi Barat

Kompetensi Kepala Desa dan
bendahara  desa  terkait
Sistem Pengeloiaaan
Keuangan Desa masih
rendah

Pengelolaan Dana  Desa
belum  transparan  yang
mudah dilihat atau diakses
publik

Kompetensi  Kepala Desa dan
Bendahara Desa terkait  Sistem
Pengelolaaan Keuangan Desa masih
rendah

Pengelolaan Dana Desa  belum
transparan dan akuntabel yang mudah
dilihat atau diakses publik

masih  terdapat  beberapa
kepala desa  mengelola
sendirt dana desanya tanpa
melibatkan perangkat desa

masih terdapat beberapa kepala desa
mengelola sendiri dana desanya tanpa
melibatkan perangkat desanya

pekerjaan  fisik  tumpang
tindih  (sumber anggaran
tidak jelas)

tidak ada bukti atas pekerjaan yang
fisikk berupa label, plakat, sehingga
pengawas tidak mengetahui sumber
pendanaan kegiatan tersebut, ini dapat
berpotensi double penganggaran untuk
i (satu) pekerjaan

Dana BOS

Pengawasan Dana BOS
belum dilaksanakan secara
intensif dan efektif

Banyaknya jumlah sekolah dan
beberapa diantaranya terbatas waktu
dan akses menuju sekolah

Belanja penggunaan dana
Ros tidak sesuai Petunjuk
Teknis (juknis)

Kepala Sekolah dan Bendahara kurang
memahami  peraturan  Perundang-
Undangan yang berlaku, belanja
penggunaan dana Bos tidak sesuai
Petunjuk Teknis (juknis)

16

Saber Pungli

Pungutan liar masih kerap
terjadi yang dilakukan oleh
oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab, Tim
Satgas Saber Pungli
Inspektorat tidak memiliki
Kewenangan Penindakan
Hukum

menurunnya tingkat kejujuran oknum
Aparatur, kewenangan Tim Saber
Pungli sangat kecil

17

Pengawasan Lainnya

imasili  rendahinya  tingkat
kepuasan masyarakat terkait
Pelayanan Publik

Directment on the right place Sumber
Daya Aparatur dan pembekalan
kompetensi Aparatur yang
memberikan layanan belum maksimal
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BABII
RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat
yang terpilih adalah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQOBI“

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu :

Misi 1 :

Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas. Berkepribadian dan Berbudaya.
Misi 2 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya

Misi 3 :

Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.
Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.
Misi § :

Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengawal misike-2 Gubernur Sulawesi Barat.
Berdasarkan RPJMD pada BAB V halaman 299 adalah :

Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

Visi : “Sulawesi Barat Maju dan Malagbiq”

Misi 2 : Mewnjudkan Pe han yang Bersih, Modern dan Terpercaya

Memungkatnya 1

kapasitas

kelembagaan untuk
perwujudan |

| pemerintahan yang
| akuntabe! dan modern
Memngkataya kualitas

Kompetensi ASN

untuk perwujudan

pemarntahan vang |

RET—— | Y [ — T | — — S T— —

i - -

Meningkatkan kapasitas
keiembagaan dan
kunltas ASN untuk
penerapan
kepemerintahan yang
bk

Indaks Reformasi
Birokras: |
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Berdasarkan RPJMD pada BAB VI halaman 332 adalah :
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Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi BaratNomor 2 Tahun 2021tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 — 2022, dapat diuraikan

sebagai berikut :

Berdasarkan RPJMD Perubahan pada BAB 1V adalah :

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi Pembangunan Antar Dokumen Perencanaan
RPJMD SULBAR RPJMN RPJMN
2017-2022 2015-2019 2020-2024
Terwujudnya Indonesia Ioden=xe
G =3 Berpenghasilan

Sulawesi Barat
Maju dan Malgbh

Yang Berdaulat, Mandin
dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Rovong

Menengah - Tingg
yvang Sejahtera, Adil,
dan
Berkesinambungan

Keywords :
1. Maju
2. Malagbi

Keywords :

1. Berdaulat

2. Mandiri

3. Berkepnbadian

Keywords :
1. Berpenghasilan
menengah - Tinggi

2. Sejahtera
3. Adil
4. Berkesinambungan

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Barat




Tabel 5.3.

LKjIPInspektorat Sulbar 2021

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

isi : “Sulawes: Barat Maju dan Malagbig”

Bertaci: Unmrulan Soaten:

Wiisrak des Korslma:

Antar Wilmak

tarta Pempiormar: dan
Peramanan,

Membanzan Sumiber Taza Mermnelation Haalae 1 -
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Berdasarkan RPJMD Perubahan pada BAB VI adalah :
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Tujnan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. | Manajemen Perubahan
2 Penataan Peraturan Perundang-
" | undangan
3. | Penataan dan Penguatan Orgarusasi
Meningkatkan Tata
Meningkatkan . . Kelola Pemerintahan 4, | Penataan Tata Laksana
Kapasitas iy yang Efekidf den |
Kelembagaan dan Knh Efisien melalui 5. | Penataan Sistem Manajemen SDM
1. | Kualitas ASN 1. e Perungkatan " | Aparatur
Pemerintahan yang L
untuk Penerapan Aliintabel da Dukungan Sistem : _
Kepemerintahan AKUIHADN GaD Data dan Informasi 6. | Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Modemn : : g =
yang Baik Terintegrasi menuju
Geood Governance 7. | Penguatan Pengawasan
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E
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" | Berbasis Elektronik
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B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
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Berdasarkan misi ke- 2 Gubernur Sulawesi Barat vakni Mewujudkan Pemerintahan

Yang Bersih, Modern dan Terpercaya, maka Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan oleh

Inspektorat selama 5 tahun ke depan adalah :

Sehelum Peruhahan

Setelah Perubahan

n

Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran
1. Meningkatny | 1. Meningkatny | 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya
a a Tenaga pengawasan terhadap pengawasan terhadap
1 Kompetensi Fungsional penyclenggaraanpemeri penyclenggaraanpemer
Sumber Auditor ntahan daerah intahan daerah
Daya 2. Meningkatny
Aparatur a Tenaga
Pengawas Fungsional
P2UPD
2. Meningkatny | 1. Tingkat 1. Meningkatkan Kinerja | 1. Meningkatya Kinerja
a Maturitas Pengawasan Pengawasan
Pengawasan SPIP Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penvelengga | 2. Tingkat Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
raan Kapabilitas
Pemerintaha APIP
n Daerah
3. Meningkatny | 1. Nilai 1. Meningkatnya 1. Meningkatnya
a Kinerja Evaluasi pengelolaan  organisasi pengelolaan organisasi
penyelenggar AKIP lingkup Inspektorat lingkup Inspektorat
aan 2. Nilai
pemeriniaha Evaluasi
n daerah Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
(PMPRB)
3. Nilai
EKPPD
4. Opini BPK +
%
Pemerintah
Kabupaten
5. % OPD yang
memiliki
predikat
SAKIP CC
ke alas |
4. Menurunnya | 1. Tingkat
kasus Penyelesaian
maupun kasus
penyimpanga Pengaduan
n yang Masyarakat
teriadi dalam | 2. %  temuan
penyelenggar BPK  yang
aan ditindaklanju
pemerintaha ti
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Tahun

2021Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana

Dengan terbitnyaPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi BaratNomor 2

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 — 2022 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur berikut pemutakhiran, maka Renstra Inspektorat pun mengalami perubahan,

berikut penjabaran tujuan dan sasaran dengan menggunakan metode balance scorecard:

{Sekretariai)

Daerah

Daya Aparatur

= - Renstra OPD
4 Node :
BSC
Level Peta Sasaran Strategis !:ll(d.!kat.er
. inerja
S Strategi o
Stakeholder Persentase Hasil
Pe'is‘?ecme Meningkatkan Meningkatnya Peml_ajar_l
(Tujuan) Monitoring
pengawasan terhadap | Qg | pengawasan terhadap Cauttol
penyelenggaraan o penyeienggaraan Prevention
pemerintahan daerah pemerintahan daerah (MCP)
Korsupgah KPK
Ciiitoies Meningkatnya kinerja Meningkatnya kinerja o
3 pengawasan pengawasan Level Nilai
Perspective | - SS8.2 | e aturiias SPIP
(Sasaran) pt:nyci.cngg.ﬂ aan pcllycl.cnggmcm1 Maturitas S
pemerintahan daerah pemerintahan daerah
Level Tingkat
Kapabilitas APIP
Meningkatnya Meningkatnya Nilai RR
pengelolaan | pengelolaan L'. ;
I H B ingkup
organisasi lingkup organisasi lingkup Eetab bt
Inspektorat Inspektorat P
Iuternal Process | Program Meningkatkan Opini _BPE\ atas
: pengawasan penyajian
Perspective Penyelenggaraan
(Bidang) Pengawasan penyelenggaraan aporsn
L ed l pemerintahan daerah | keuangan pemda
Persertase
Program Perumusan —— pengaduan
Kebijakan, Mcnmgka_tnya masyarakat
. penyelesaian :
Pendampingan dan memenuhi syarat
e pengaduan oo
Asisieiisi | yaiig
ditindaklanjuti
Lihiling & Human Capital — - ——
Scasmit Program Penunjang p e|m|ngka§11 b 1 mgen el
Perspective Urusan Pemerintahan S i . P

Pekerjaan vang

Lingkup Inspektorat Sesuai
Organizational
Capital
Program Penunjang Meningkatnya Nilai SAKIP
- Pengelolaan Tata -
Urusan Pemerintahan Fakagins Licgk Lingkup
Daerah | . up Inspektorat
Inspektorat _

Information Capital

Tingkat

Program Penunjang
[ Irnsan Pemerintahan

il all

1

Meningkatnya
Pengelolaan
Data/Informast
Lingkup Inspektorat

Dukungan Mutu
Data Sektoral
dalam
Penyusunan
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Dokumen
Perencanaan
| Lingkup OPD

Financial Capital |
Program Penunjang Meningkatnya Opini Atas
. Pengelolaan Laporan
Urnsan Pemerintahan _ : :

4 Daciah | Keuangan Lingkup Keuangan

| | I Inspektorat Lingkup OPD

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah
arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 pada pasal
2 bahwa “Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
disusun berbasis prioritas dan risiko”.Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah
dilakukan oleh Inspektorat Daerah. dengan fokus antara lain :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Pengawasan yang bersifat mandatori
a) Kinerja Rutin Pengawasan
b) Pengawasan Prioritas Nasional
4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

(Renstra 2017-2021)

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malagbi
Misi 2 : Mewujndkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
I | Meningkatnya 1.1 % Tenaga 1.1 Mengikutsertakan 1.1 Keikutsertaan
kapabilitas APIP Fungsional Sumber Daya sumber daya
Auditor Aparatur Inspektorat aparatur

Daerah Provinsi miengikuti diklat
Sulawesi Barat dalam Pembentukan/Pen
Pendidikan dan jenjangan
Pelatihan fungsional
Pembentukan/Penjen; pengawas, Teknis
angan tenaga Substansi
fungsional Auditor
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maupun P2UPD
1.2. % Tenaga 1.2,  Mengikutsertakan 1.2 Mengadakan
Fungsional Sumber Daya kegiatan
P2UPD Aparatur Inspektorat Pelatihan Kantor
Daerah Provinsi Sendiri (PKS) / in
Sulawesi Rarat dalam house fraining
Pendidikan dan sccara berkala
Pelatihan Teknis
Subtantif
Meningkatnya 2.1 Tingkat 2.1 Perumusan strategi 2.1 Pembentukan
Pengawasan Maturitas SPIP peningkatan maturitas SATGAS SPIP,
Penyelenggaraan penyvelenggaraan Asistensi.
Pemerintahan SPIP, melengkapi
Daerah mengidentifikasi area seluruh dokumen
pengendalian yang pendukung
perlu mendapat
perbaikan,
merencanakan
strategi/rencana aksi.
_________________________________ B, o L T | ST
2.2 Tingkat 2.2 Perumusan strategi 2.2 Pembentukan
Kapabilitas APIP peningkatan SATGAS
Kapabilitas APIP, Kapabilitas APIP,
mengidentifikasi area menyusun PKPT
pengendalian yang berbasis risiko,
perlu mendapat Tenaga
perbaikan, Fungsional yang
merencanakan memadai dan
strategi/rencana aksi kelengkapan
seluruh dokumen
pendukung
lainnya
Meningkatnya 3.1 Nilai Evaluasi 3.1 Asistensi, Bimbingan | 3.1 Pembentukan
kinerja AKIP Teknis, Reviu SATGAS Sistem
penyelenggaraan Laporan LKjIP Akuntabilitas
pemerintahan Perangkat Daerah Kinerja Instansi
aerah tepat waktu dan Pemerintah,
berkualiias pemanfaatan e-
R T . SAKIP
3.2 Nilai Evaluasi 3.2 Asistensi, Bimbingan | 3.2 Pembentukan
Penilaian Teknis, Monitoring SATGAS
Mandiri secara berkala Reformasi
Pelaksanaan Rirokrasi
Reformasi
Birokrasi
......... ®MPRB) | L
3.3 Nilai EKPPD 3.3 Pendampingan 3.3 Pendampingan
penyusunan LPPD penyusunan
Pemerintah Daerah LPPD
dan Perangkat Daerah Pemerintah
Daerah dan
Perangkat
Daerah,
Pembentukan
o D SATGAS LPPD _
3.4 Opini BPK + % 3.4 Reviu Laporan 34 Pembentukan
Pemerintah Keuangan Perangkat SATGAS LKPD,
Kabupaten Daerah tepat waktu pendampingan
S | — dan berkualitas | T
3.5 % OPD yang 3.5 Reviu Laporan 3.5 Pembentukan
memiliki Kinerja Instansi SATGAS Sistem
predikat SAKIP Pemerintah tepat Akuntabilitas
CC ke atas waktu dan berkualitas Kinerja Instansi
_Pemerintah,
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pemanfaatan e-
SAKIP
4 | Menurunnya 4.1. Tingkat 4.1. Pemeriksaan Internal | 4.1 implementast
kasus maupun Penyelesaian secara berkala, Whistle Blowing
penyimpangan kasus Pengaduan Pembinaan, System (WBS)
yang terjadi w...Masyarakat | _ _ pendampingan
dalam 42 %temuan BPK | 4.2. Melakukan kegiatan | 42 Pembentukan
penyelenggaraan yang Audit. Monitoring dan SATGAS Tindak
pemerintahan ditindaklanjuti Evaluasi, serta Reviu Lanjut
secara berkala

D. Program, Kegiatandan Sub Kegiatan Tahun 2021

[ t
Urusan/Bidang Urusan
Kode MAK Pemerintahan Daerah dan Lokasi Indikator Kinerja Satua
Program/Kegiatan/Sub Detail Program /Kegiatan n
Kegiatan
1 2 3 4 5
6.01.01 l’:‘éﬂ%‘é‘?ﬁ:ﬁgﬁﬁ&?”sw Mamuju | Nilai SAKIP Lingkup SKPD 80

- Pen Dokumen P ; Jumlah Dokumen Perencanaan
I Y r
$.01.61.L01.00 Perangkat Dacrah i Perangkat Daerah yang Tersusun PRumicH
Koordinasi dan Peny Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang
6.01.01.1.01.02 RK A-SKPD Mamuju - Dokumen
= Koordinasi dan Penyusunan Dokumen N Jumlah Dokumen Perubahan REA- o
6.01.01.1.01.03 Perubahan RKA-SKPD Mamuju SKPD yang Tersusun Dokumen
A01 0110104 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- P Jumlah Dokumen DPA-SKPD vang P
SKEPD i Yersusun e
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan ) Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
6.01.01.1.01.05 DPA-SKPD Mamuju SKPD yang Tersusun Dokumen
= Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
6.01.01.1.01.06 Capaian Kinerja dan [khtisar Realisasi Mamuju Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Laporan
Kinerja SKPD Tersusun
6.01.01.1.01.07 " Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Mipnjo | Jomieh Dulaemea Evlunsi Kinoge Dokumea

Perangkat Dacrah vang Tersusun

Jumlah ASN vang Disediakan Gaji

6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Mamuju dan Tuni =
" Penyediaan Admini Pelak : Persentase Administrasi Pelaksanaan
01.01.1.02, ? ; g
SIL- L0005 I'ugas ASN Mo Tugas ASN vang Disediakan £
) ) Pelak P haan dan : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi
2y ; 3 L
6.01.01.1.02.03 P Verifikasi K 1 SKPD Mamuju Keuangan SKPD R
= Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntans: ; Jumlah Laporan Neraca Keuangan
6.01.01.1.02.04 SKPD Mamuju SKEPD Laporan
" ) Koordinas dan Pen Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir
6 L1024 el - :
HL.011.02.05 Keuangan Akhir Tahun SKPD Hawiy Tahun SKPD vang Tersusun Eiporah
i A Persentase Bahan Tanggapan
6.01.01.1.02.06 Peggrdciaanidan Fesiyiapey Bati Mamuju | Pemeriksaan yang Dikelola dan Persen
Tangpapan Pemerikeaan S =
I Ihsiapkan
i Koordinasi dan Peny Laporan Jumlah Laporan K g
6.01.01.1.02.07 Keuangan Mamuj Bul riwul /Semesteran Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD yang Tersusun
6.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Mamdiit Jumlah Laporan Prognosis Realisast Laporan

Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran

- Pen P Kebutuh 5 Jumlah Dokumen Perencanaan
6.01.01.1.0301 Barang Milik Daerah SKPD Mamuju lsilil;ul;uhan Barang Milik Dacrah Dokumen
" > Pengamanan Barang Milik Daerah . Jumlah Barang Milik Dagrah SKPD .
6.01.01.1.03.02 SKPD Mamuju yang Dissuransikan Unit
Koordinasi dan Penilatan Barang Milik : Jumlah Barang Milik Daerah SKPD X
L Daerah SKPD Muenijn vang Telah Dinilai g
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Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan Pembinaan,

6.01.01.1.03.04 Pengendalian Barang Milik Daerah Mamuju Pengawasan, dan Pengendalian Barang | Dokumen
pada SKPD) Milik Daerah SKPD

13 Rekonsilinsi dan Penvusunan Laporan Tnmlah ©aporan Hasil Rekonsiliasi

6.01.01.1.03.03 Barang Milik Dacrah pada SKPD Mamuju Barang Milik Dacrah SKPD Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah 3 Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan ]

6.01.01.1.03.06 pada SKPD Mamuju Barang Milik Dacrah SKPD Dokumen
Pemanfaatan Barang Milik Daerah ; Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan

i SKPD Mg Barang Milik Daerah SKPD i

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

6.01.01.1.05.01 Disiplin Pegawai Mamuju yang Disediakan Jenis
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 5 Jumlah Pakaian Dinas Beserta
6.01.01.1.05.02 : £
01.01.1.05.0 Atribut Kelengkapannya Nt Perlengkapannya yang Diadakan Pasany
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan
6.01.01.1.05.03 ﬁ':?‘?;’;‘:a‘i‘l"’r{z ‘“F’::jh“" Mt Pengolahan Administrasi Dokumen
SRR aaD Kepegawaian
6.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelak Sistem M Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dkt
S lifonimas: Kepegawaian ; Sistedn Tnformasi Reposawaiai
. ; e Jumilah Lapuran 1lasil Muniloring,
6.01.01.1.0505 ;”.":“.“";:'5' Evaluasi. dan Penilaian M Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Dokumen
era S eEawil Pegawaia
6.01.01.1.03.06 Pemulangan Pegawai vang Pensiun Mamuju f;i'.. il qum L e LS Persen
. i Persentase Pegawai vang Tewas dalam
Pemulangan Pegawai yang Meninggal \ ? e s
6.01.01.1.0507 i Mamuju Melaksanakan Tugas Difasilitasi Persen
dalam Melaksanakan Tugas ’ e e, T e 1
L oy
6.01.01.1.05.08 Pecindaban Togis ASN Mamujy | Foveniese ASN yang Meadapulkan Persen
- i e i Fasilitasi Pindah Tugas i
Pendidikan dan Pelatihan Pegawail . Jumiah PNS yang Mengikuti
01.01.1.05.08 7 o :
SOIOLE00) Berdasarkan Tugas dan Fungsi Muogyw Pendidikan dan Pelatihan Crasi
o Persentase Keikutsertaan pada
3 -
6.01.01.1.05.10 oy Peratursn Penmdang Mamuju | Sosialisasi Peraturan Perundang- Persen
& undangan
s —— ; Persentase Keikutsertaan pada
6.01.01.1.05.11 gﬂﬁfpjmﬁg‘a':xxﬁ’ Mamuju Bimbingan Teknis Implementasi Persen
P Perundang-und

Penyedinan Komponen Instalasi

Jumlah Jenis Komponen Instalasi

SKPD

Elektromk SKPD

5.01.01.1.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Mamuju 1..;:::];\?&11&7?1:%811 Bangunan Kantor Jenis
Penyediaan Peralatan dan y Jumlah Jenis Peralatan dan i
G0LR) 00 Perlengkapan Kantor Mgy Perlengkapan Kantor yang Disediakan sy
. Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga .
01.01.1.06. SR
] 6.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mamuju vang Disediakan Jenis
| . - : Jumlah Jems Bahan Logistik Kantor )
6.01.01.1.06.01 redi zhan Logistik Kanto Mamujs AT Jems
6.0 6.0 Penyediaan Bzhen Logistik Kantor Vamuj yang Disediakan
6.01.01.1.06.05 Peuyedmfn Barang Cetakan dan Mamisiu Jumlah Barang yang Dicetak dan Joiité
Pengg Digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan
6.01.01.1.06.06 Peraturan Mamuju Peraturan Perundang-undangan yang Jenis
Perundang-undangan Disediakan
6.01.01.1.06.07 Penyediasn Bahan/Material Mamyju | Jumish Josis Bahan/Material yang Jenis
Disediakan
0.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Mamuju };:?a'git;i;(umungun e Yug Persen
Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan . Jumlah Laporan Hasil Rapat
QL1 0048 Konsultasi SKPD Muioggp Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dokirnisy
Penatausahaan Arsip Dinamis pada : Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan )
ROLE110610 SKPD Mamuju | Ao Dinamis SKPD o |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
6.01.01.1.06.11 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Mamuju Sistem Pemerintahan Berbasis Dokumen

: Pengadaan Kendaraan Perorangan . : , .
6.01.01.1.07.01 Din kst Koo Dinas Jabatan Mamuju Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan Unit
Pengadaan Kendaraan Dinas i Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional i
6010110702 Operasional atau Lapangan Mamuis yang Diadakan Usis
6.01.01.1.0703 Pengadaan Alat Besar Mamuju Jumlah Alat Besar vang Diadakan Unit
TR T Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak A Jumlah Alat Angkutan Darat Tak -
GRLALLOC Bermotor Nayp Bermotor yang Diadakan W
6.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel Mamuju Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan | Jenis
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Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

6.01.01.1.07.06 ; Mamuju P Unit
Lainnya yang D
; ; Jumlah Aset Tetap Lainnya yang :
3 2y s - 7
6.01.01.1.07.07 3 __I .c:fgadaun @ftiutf?_ulnnya B Mar:uju | Diadaken ) .Um{ .
- ; Jumlah Aset Tak Berwujud yan "
6.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tuk Berwujud Mamuju Diadal L Unit
= Pengadaan Gedung Kantor atau . Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan .
¥
6.01.01.1.07.09 Bangunan Lainnya Mamuju Lainnya vang Diadal Unit
. Pengadaan Sarana dan Prasarana \ Jumlah Jenis Peralatan Rumah .
01.01.1.07. i y ; J
BOLOLLOI0 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mawig Jabatan/Dinas yang Diadakan i
i Peogaan) B s P Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor ;
6.01.01.1.07.11 Pendukung Gedung Kantor atau Mamuju ; : i Unit
i yang Diadakan
Bangunan Lainnya

Persentase Surat Menyurat yang

6.01.01.1.0801 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mamuju Dikelola Persen

Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber A Jumlah Rekening Tagihan vang Rekening
6000810002 Daya Air dan Listrik Musigo Dibayarkan Tagihan

_ Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
6.01.01.1.08.03 Em”dljmn Jasa Poralatan dan Mamuju Kantor vang Menggunakan Jasa/Pihak Unit
eriengkapan Kantor Keti
ctiga

Penyediaan Jasa Pelay Umum . Jumlah Jenis Lavanan Umum Kantor e

6.01.01.1.0804 M Mamuji | g Disediakan enis

Penvediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemelibaraan dan Pajak Kendaraan : lah Kend Dinas Jal vang -
sabm-LEan Perorangan Dinas atau Kendaman s Mendapatkan Pemeliharaan L
Dinas Jabatan
Penved Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan " Jumlah Kendaraan Dinas Operasional y
6.01.01.1.09. 3 : b
5.01.01.1.09.02 Yend Dinas Op l'atan Mamuju yang Mcndapatkan Pemelib Unnt
Lapungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya " Jumlah Alat Besar yang Mendapatkan ;
3 P 2 -
6/01-01.103.09 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar s Pemeliharaan b
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Anghkutan Darat Tak
6.01.01.1.09.04 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Mamuju Bermotor yang Mendapatkan Unit
Angkutan Darat Tak Bermotor Pemeliharaan
6010110905 Ponclivarssn Mebel Mamsis | i“aﬂﬁ?h“‘“be' yang Mendapatkan ait |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ; Jumlah Peralatan dan Mesin Lamnnya 3
6010110300 Lainnya Maninija yang Mendapatkan Pemeliharaan Ut
6.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya i | Jokh Amtem s Unit
¥ 2y
i . . . . Jumlah Aset Tak Berwujud yang "
6.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Mamuju Mendapatkan Pemelit Unit
" o Tumlah Gedung Kantor dan Banpunan
6.01.00.1.0909 ]-fmellh?.ma:m’liehabllu'.ns_l tisding Mamuju I ainnva vang Mendapatkan Unit
Ranior dan Bangunun Lannya ; A »
. Pemeliharaan
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
6.01.01.1.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Mamuju Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit
Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumish Suam oen T reeste
% Pendukung Gedung Kantor atau :
6.01.01.1.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Mamuju i . Unit
4 Bangunan Lainnya vang Mendapatkan
atau Bangunan Lainnya 4
! Pemeliharaan
Jumlah Luas Tanah yang
6.01.01.1.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Mamuju Mendapatkan M2
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
PROGRAM PENY ELENGGARAAN ; Opini BPK atas penyajian laporan
sl PENGAWASAN MEMI | keuangan pemda i

Pengawasan Kinerja Pemerintah

6.01.022.01.01 Daerah Mamuju Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan
6.01.022.01.02 F;lgmn: asan Kevangan Pemerintah Mamuju Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan
6.01.022.01.03 Reviu Laporan Kinerja Mamuju Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan Mamuju Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan
6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa Mamuju Jumiiah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan
6.01.022.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal Mamuj Jumlah Kerj Pengawasan Laparan
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
6.01.022.01.07 Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Mamuju Jumlah Laporan Hasil Monev Laporan

Lanjut Hasil Pemenksaan APIP




LKjIPInspektorat Sulbar 2021

6.01.032.01.01

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan

6.01.022.0201 it g Kerugian Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan
6.01.022.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Mamuju Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan
i PROGRAM PERUMUSAN KEBLJAKAN, 1 nP. s :;:f::';::g""”"""“
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI e

Jumlah Kebijakan vang dikeluarkan Dokumen

6.01.03.2.01.02

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan Dokumen

6.01.03.2.0201 ﬁmﬂ:ﬁ"&?ﬁfimnﬁ Uktmes Mamuju Jumlah Laporan yang terbit Laporan
012020 Pendampigan, Aot VeSS | | o Lo e Lo
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
6.01.03.2.02.03 serta Verifikasi Pencegahan dan Mamuju Jumlah Laporan yang terbit Laporan
Pemberantasan Korupsi
endampingan, Asistensi dan T "
6.01.03.2.02.04 I\:,m i'lka[; I"genegi:i:t?megﬁmﬂ Mamuju Jumlah Laporan vang terbit Laporan
Renstra Periode 2017 — 2020 (berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017)
Program Indikator Program Kegiatan Renstra —‘
Program Peningkatan Persentase Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Iiapas;t:;s Sumber Daya ixparatur yang mepnlﬂu Pelatihan pengembangan tenaga
e xompetenst sesual pemeriksa dan aparatur pengawasan
pidangnya
Program Peningkatan Tingkat Maturitas SPIP Pelaksanaan pengawasan internal
Sistem Pengawasan secara berkala |
Internal dan Pengendalian | Tingkat Kapabilitas APIP Penanganan kasus pada wilayah
Pelaksanaan Kebijakan pemerintah dibawahnya
KDH
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
Reviu Laporan Keuangan OPD
Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD
Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir
jabatan kepala daerah
Pelaksanaan Pengawasan Satuan
Kerja Pemprov. Sulbar
Pelaksanaan Monitoring
Implementasi SPIP
Rapat Koordinasi Pengawasan
(Rakorwas)
Pelaksanaan Reviu Penyerapan
Anggaran dan PBJ
Reviu Dana DAK
Program Peningkatan Cakupan obyek Monev Dana Desa
Pengawasan Prioritas pengawasan prioritas
Nasional nasional (Dana Desa, Dana
BOS dan Saber Pungli) Pemeriksaan Dana Bantuan
| Onerasional Sekolah
Operasionalisasi pemberantasan <‘

pungutan liar (Pungli)
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Program Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi | Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan |

Sistem Pengawasan Reviu LKj IP

Internal dan Pengendalian l Pelaksanaan Evaluasi Kinerja |
| Palakcanaan R’Phlmllnn Dnrn nlnnggnraan Pamerintah Naerah |
| KDH l | (EKPPD) |

Renstra Periode 2021 — 2022(berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 pemutakhiran)

PROGRAM PENUNJANG
6.01.01 URUSANPEMERINTAHAN Nilai SAKIP Lingkup OPD
DAERAH
5.01.01.1.0 Perencanaan. Penganggaran. dan Persentase Ketersediaan Data
| OOROLLOT - gy atasi Kinerja Perangkat Daerah | Sektoral Lingkup SKPD
= . Tingkat Konsistensi Penyerapan
6.01.01.1.02 - E‘;dm;ustraﬂ Ky Feing Anggaran terhadap Perencanaan
- aerat Lingkup OPD
] .. . . Persentase Pengelolaan
6.01.01.1.03 | - ‘Ajd}_’_“f‘_sf“_’fi %a[rf__"_?__!ffm‘k Daerah |\ 4ministrasi Barang Milik
pada rofaligral vaciail Dactah Lingkup SKPD
- . . . Persentase Pengelolaan
6.01.01.1.05 sg:;};n::;a[s;;;(z];egawman Administrasi Kepegawaian
& . Lingkup SKPD
6.01.01.1.06 * Administrasi Umum Perangkat | Piwlmie:ezgfﬂainswp
Daerah SKPD
- . - Persentase Pengelolaan
Penga@aan Brpriig Mikik - agh Pengadaan Barang Milik Daerah
6.01.01.1.07 Penunjang Urusan Pemerintah 5 (o
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Daerah
" Penvediaan Jasa Penuni U Persentase Pengelolaan Jasa
6.01.01.1.08 Sy SN SRR LA Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
" Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pesscntase Pengelolaan :
= . L ;T Pemeliharaan Barang Milik
I 6.01.01.1.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Pl Dokt it
Ugesan Pemerintahan Daerah
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN | Opini BPK atas penyajian
e PENGAWASAN laporan keuangan pemda
- Penyelenggaraan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil
6.01.02.2.0 ‘
Internal | Pemeriksaan
S — Persertase pengaduan
6.01.02.2.02 D I c,[{;g, T l:ngilwasan masyarakat yang memenuhi
ey SN Seee syarat selesai ditindaklanjuti
PROGRAM PERUMUSAN Persertase pengaduan
6.01.03 KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN masyarakat memenuhi syarat
DAN ASISTENSI yang ditindakianju
- Perumusan Kebijakan Teknis di 5 g
6.01.03.2.01 Hidiog Pengeowasen dom Pesiliing) | 1Al Rebiican yneg
dikeluarkan
Pengawasan
% perangkat daerah
| 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi mendapatkan pelayanan |

| |

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

asistensi dan pendampingan |

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan
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kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat,
maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
naniinya akan menjadi fokus utama apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan Tugas
Pokok dan Fungsi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-

2021adalah sebagai berikut :

1. % Tenaga Fungsional Auditor
2. Tingkat Maturitas SPIP (level)
3. Tingkat Kapabilitas APIP (level)

Mniws DDL”
LA D as

_.I:..

Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat

o

% Temuan BPK yang ditindaklanjuti

Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi

Barat berdasarkan Renstra Perubahan, untuk tahun 2021-2022 adalah

I. Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory

Level Nilai Maturitas SPIP

Level Tingkat Kapabilitas APIP

Persentase Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK

Lol A

Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat

dilthat pada lampiran

. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi
Rencana Strategik (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-
2022,

Adapun rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun

2021pada lampiran

. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sesuai Perubahan

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, terdapat 9 (sembilan)

sasaran vang ingin dicapai, rincian dapat dilihat pada lampiran



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

JI. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

s S e R

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
Jabatan : PIt. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. MUHAMMAD IDRIS..M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju,  Januari 2021

Pihak kedua Pihak pertama
SEKRETARIS DAERAH, | Plt. KEPALA INSPEKTORAT,

H. MAPPEARE, M.MPub
grigkat : Pembina Tk. |
VIP : 19631231 198703 1 402

DR. MUHAMMAD IDRIS..M.Si
Pangkat : Pembina Utama/IVe
NIP : 196411151993031001
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Satuan Kerja Perangkat Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Anggaran : 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) 2) (3)
I Meningkatnya pengawasan . i B
terhadap penyelenggaraan i gerseme.lse Hl\‘;s;‘lpl’e;ﬂalan Mﬁnlg;;:ng Control 70%
pemerintahan daerah revention (MCP) Korsupga
2 Meningkatnya kinerja I Nilai Maturitas SPIP Level 3
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah 2 Level Tingkat Kapabilitas APIP Level 3
3 Meningkatnya pengelolaan o )
organisasi lingkup Inspektorat I Nilai RB Lingkup Inspektorat B
4 Meningkatkan pengawasan
penyclenggaraan pemerintahan 1 Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda WTP
daerah
5 Meningkatnya penyelesaian Persertase pengaduan masyarakat
pengaduan I memenuhi syarat yang 100%
ditindaklanjuti
6 Meningkatnya Pengelolaan i Peker
- ¥
Sumber Daya Aparatur Lingkup : Persel?tase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang 100%
Inspektorat Sesuai
7 Meningkatnya Pengelolaan Tata
Laksana Lingkup Inspektorat 1 Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat B
8 Meningkatnya Pengelolaan )
Data/Informasi Lingkup I Tingkat Dukungan Mutu Data Sektorf'il dalam 100%
Inspektorat Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD
9 Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan Lingkup Inspektorat 1 Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD WTP
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 12,159,163,132 APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp 4,764,782,280 APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi Rp 1,468,839.480 APBD
Jumlah Rp 18,392,784,892
Mamuju,
{
Plt. KEPALAANSPEKTORAT,

- Sekretaris Daerah,

DRMUHAMMAD IDRIS.,M.Si

NIP. 196411151993031001

. MAPPEARE, M.MPub
- 19631231 198703 1 402




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
2 - INSPEKTORAT DAERAH

w /Alamat : J1. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MAPPEARE, M.MPub
NIP - 19631231 198703 1 402
Pangkat : Pembina Tk. 1

Jabatan . Inspektur Pembantu Wilayah 1

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. MAPPEARE, M.MPub

NIP : 19631231 198703 1 402

Pangkat : Pembina Tk. |

Jabatan : PIt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2021

Pihak kedua Pihak pertama
Plt. Kepala Inspektorat, Irban Wilayah I,

. MAPPEARE, M.MPub APPEARE, M.MPub
P#rigkat : Pembina Tk. | P at : Pembina Tk. |
NIP : 19631231 198703 1 402 NIP : 19631231 198703 1 402



¥ LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Organisasi Perangkat Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Anggaran 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1 |Meningkatnya pengawasan : o L :
terhadap penyelenggaraan Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention 76%
pemerintahan daerah (MEP) Korsupgah KPK
2 [Meningkatnya kinerja _— .
pengawasan penyelenggaraan Level Nilai Maturitas SPIP 3
3 [Meningkatnya pengelolaan
organisasi lingkup Inspektorat |Nilai RB Lingkup Inspektorat B
4 |Meningkatkan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan|Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda WTP
daerah
: Menmé,rkatnya penyelesaian Persertase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang 100%
pengaduan ditindaklanjuti °
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp  4.764.782.280 APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi Rp 1.468.839.480 APBD
Jumlah Rp  6.233.621.760
Mamuju, Januari 2021

. MAPPEARE, M.MPub
- 19631231 198703 1 402

IRBA

. MAPPEARE, M.MPub
P: 19631231 198703 1 402




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
A INSPEKTORAT DAERAH

C ﬁ\" lamat - JI. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail - inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si
NIP - 19631231 199203 1 199

Pangkat : Pembina Tk. I

Jabatan - Inspektur Pembantu Wilayah 11

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Drs. H. MAPPEARE, M.MPub

NIP - 19631231 198703 1 402

Pangkat : Pembina Tk. |

Jabatan - Pit. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, @ Januari 2021

Pihak kedua Pihak pertama
Plt. Kepala Ing Irban Wilayah II,

PEREEY

Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si
Pangkat : Pembina Tk [
NIP : 19631231 199203 1 199

. MAPPEARE, M.MPub
gkat : Pembina Tk. |
[P : 19631231 198703 1 402
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Organisasi Perangkat Daerah . Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran ;2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1 2) (3)
| |Meningkatnya pengawasan ) o o )
terhadap penyelenggaraan Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention 75%
pemerintahan daerah (MCP) Korsupgah KPK
2 |Meningkatnya kinerja
cningkatnya kinerj Level Nilai Maturitas SPIP 3
pengawasan penyelenggaraan
Level Tingkat Kapabilitas APIP 3
3 [Meningkatnya pengelolaan
organisasi lingkup Inspektorat |Nilai RB Lingkup Inspektorat B
4 |Meningkatkan pengawasan
penyclenggaraan pemerintahan|Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda WTP
daerah
5 |Meningkatnya penyelesai .
‘;n:fum Ve pereioRa Persertase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang 100%
peng ditindaklanjuti ¢
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp  4,764,782,280 APBD
2 Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan & Asistensi Rp 1,468.839,480 APBD
Jumlah Rp  6,233,621,760
Mamuju, Januan 2021

ﬁ < 5 IRBAN WIL
a—~—7v

APPEARE, M.MPub Drs. GUSTAM KAMASE, M.Si
T 19631231 198703 1 402 NIP : 19631231 199203 1 199




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Ulamal : J1. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
o e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P

NIP : 19781023 199803 2 002

Pangkat : Pembina

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Drs. H. MAPPEARE, M.MPub

NIP 119631231 198703 1 402

Pangkat : Pembina Tk. |

Jabatan : PIt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Januari 2020

Pihak kedua Pihak pertama
1"Pﬂ_f(epala I Sekretaris,
/
_"}&PPEARE. M.MPub Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P

= @Ngeal.. : Pangkat : Pembina
NiP=19631231 198703 1 402 NIP : 19781023 199803 2 002
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Organisasi Perangkat Daerah . Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran P 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) 2 3
ingk k i ;
1 Weatnghataya kompetens Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100%
sumber daya aparatur
Meni K i :
p {Meningkatitya Ketersediaan Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana 100%

Sarana dan Prasarana

Meningk P 5
st pkatys Pengembangan Persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan

3 |Capaian Kinerja dan K 100%
Keuangan gan
4 Meningkatnya kinerja
PERSAWASAR DERYCIENGEATAAT 1y ool Tingkat Kapabilitus APIP 3
pemerintahan daerah
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 12.159.163.132 APBD
Jumlah Rp 12.159.163.132
Mamuju, Januari 2021
Sekretaris,
T/

MAPPEARE, M.MPub Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P
- 19631231 198703 1 402 NIP : 19781023 199803 2 002
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

UIamal - JI. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
(Y ¢-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI NURLIANTI NURDIN, ST
NIP : 19770425 201001 2 007

Pangkat : Penata Tk. I, I1I/d

Jabatan . Inspektur Pembantu Wilayah II1

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. MAPPEARE, M.MPub

NIP : 19631231 198703 1 402

Pangkat : Pembina Tk. |

Jabatan : PIt. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua
&f Pit. Kepala Inspektorat,

Mamuju, £ Januari 2021

Pihak pertama
Irban Wilayah 111,

.

APPEARE, M.MPub
at : Pembina Tk. |
NIP: 19631231 198703 1 402

w |+
ANDI NURLIANTI NURDIN, ST

Pangkat : Penata Tk. I, I1l/d
NIP : 19770425 201001 2 007
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Organisasi Perangkat Daerah . Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1 |Meni tn V ; . T .
cningkatriys peagawasan Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention
terhadap penyelenggaraan (MCP) Korsupgah KPK 768%
pemerintahan daerah g
2 |Meni a kiner) . .
' .cmngkatn_\a e Level Nila1 Maturitas SPIP 3
pengawasan penyelenggaraan
Level Tingkat Kapabilitas APIP 3
3 |Meningkatnya pengelolaan
orgamsasi lingkup Inspektorat |Njifai RB Lingkup Inspektorat B
4 [Meningkatkan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan Opini BPK atas penvajian laporan keuangan pemda WwTP
dacrah
5 |Meningkatnya penyelesaian
pengaduan Plel.'scrtasc ;I)crfgadu:m masyarakat memenuhi svarat vang 100%
ditindaklanjuti
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp  4.764,782.280 APBD
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi Rp  1,468.839,480 APBD

Jumlah Rp  6,233,621,760

Mamuju, @ Januari 2021
"'&Pu.x , IRBAN WIL 111

_’W—-

. MAPPEARE, M.MPub ANDI NURLIANTI NURDIN, ST
+19631231 198703 1 402 NIP : 19770425 201001 2 007




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Rl ,
Neoo”/ Alamat - JI. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail ; inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Hj. JUSNAH, A.Md

NIP - 19801205 200804 2 003

Pangkat : Penata Muda Tk. 1. [1I/b

Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Hj. ANDI SURIANTI, SE., MLA.P

NIP 19781023 199803 2 002

Pangkat : Pembina

Jabatan . Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai- target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, § Januari 2020

Pihak kedua Pihak pertama
Sekretaris, Kasubag. Umum dan Kepegawaian
. ) A
4
Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P Hj. JUSNAH, A.Md
Pangkat : Penata Pangkat : Penata Muda Tk. |
NIP : 19781023 199803 2 002 NIP'; 198012057200802 21003
=== Mengetahui :
7 o\' i PlioKepaladnspektorat

7 O g

f L

PPEARE, M.MPub
ngkat : Pembina Tk. |
NIP 19631231 198703 1 402
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Satuan Kerja Perangkat Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Anggaran 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
(1 2) f3) 1) (5)

1 Mesingiatuyl kosypétona Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100%

sumber daya aparatur : i

Memngkatnya Ketersed:
2 Sﬁ:::‘gd:gil:;::r:cdwm Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana 100%
3 Meningkatnya Pengembangan |Persentase pemenuhan kebutuhan laporan 100%
~ |Capaian Kinerja dan Keuangan |Kinerja dan keuangan *

Program Anggaran Keterangan

1 Program Penumjang Urusan Pemenntahan Daerah Rp 12,159,163,132 APBD

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P

NIP : 19781023 199803 2 002

Jumlah Rp 12,159,163,132

Mamuju, § Januari 2020

Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Az

Hj. JUSNAH, A.Md

NIP : 19801203 200804 2 003

Mengetahui :

IAP_P['T,-\RE. M.MPub

@b - 19631231 198703 1 402




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

lamat : JI. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH
NIP : 19850909 200604 1 003

Pangkat : Penata

Jabatan : Kasubag. Program dan Keuangan

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P

NIP : 19781023 199803 2 002

Pangkat : Pembina

Jabatan : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju,  Januari 2020

Pihak kedua Pihak pertama
Sekretaris, Kasubag. Program dan Keuangan

Hj. ANDI SURIANTI, SE., M.A.P SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH
Pangkat : Penata Pangkat : Penata
NIP : 19781023 199803 2 002 NIP : 19850909 200604 1 003

Mengetahui :
ala Inspektorat

/l(' Plt.

. MAPPEARE, M.MPub
angkat : Pembina Tk. |
IP : 19631231 198703 1 402



LAMPIRAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Anggaran 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
ol 2) (3) (4) (3)
Meningkatnya kompetensi = i
! . ptan - 0%
1 b G Apait Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100%
M katnva Ketersedias 3 -
2 :.’mn'ag d:n }':ﬁuj;;: o Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana 100%
Meningkatnya Pengembangan  |Persentase pemenuhan kebutuhan laporan
x ) PR : 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan |kinerja dan keuangan
Program Anggaran Keterangan
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 12,159,163,132 APBD

Sekretgris,

Hj. ANDI SURTANTI, SE., MLA.P

NIP : 19781023 199803 2 002

Jumlah Rp 12,159,163,132

Mamuju,

Januan 2021

Kasubag. Program dan Keuangan

SULTAN TRANSAS

1OKO, SH.,MH

NIP : 19850909 200604 1 003

Mengetahui :

1. MAPPEARE, M.MPub
9631231 198703 1402




A,

)

LKjlPInspektorat Sulbar 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses di mana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan
parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akusisi yang dilakukan
berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam Perjanjian Kinerja (perkin) antara
Kepala Inspektorat dengan Gubernur Sulawesi Barat. Pengukuran yang dilakukan nantinya
akan dipakai memberikan umpan balik dalam bentuk tindakan yang praktis dan tepat serta
memberi informasi mengenai prestasi implementasi rencana dan titik dimana Inspektorat
Provinsi Sulawesi Barat selaku perangkat daerahmembutuhkan penyesuaian dengan kegiatan

perancangan dan penanganan.

Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :

Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi
proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;

Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada
indikator inpute <aja  tetapi vang lehih penting adalah indikator owrpuis, outcomes,
benefits, dan impacts;,

Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan

dapat diterapkan.

Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan

dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus
sebagai berikut :

Realisasi
Persentase pencapaian = x 100%;
rencana tingkat capaian Rencana

Rumus 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja rendah.
runus sebagal berkui .

Rencana — (Realisasi — Rencana)
Persentase pencapaian = x 100%
rencana tingkat capaian Rencana
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Kriteria penilaian atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021
menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, mengikuti modul Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No. Rentsllgg Callpsuan Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
inerja i J
L. >85-100 | Memuaskan
2. E >75-85 1 Sangat Baik
3. >65-175 Baik
4. >50 - 65 Cukup Baik
I 0N | Asdkkwmg
6. 0-30 Kurang

Pengukuran Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin)

Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan
refocusing dan realokasi anggaran pada seluruh satuan kerja dalam rangka penanganan dan
pananggulangan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk itu Inspektorat Provinsi
Sulawesi Barat telah melakukan refocusing dan merealokasi anggaran sebesar Rp.
762.606.319,-. Pengurangan anggaran kegiatan pada program pengawasan dilakukan dengan
meminimalkan input namun dengan ouput vang tetap. Hal ini juga dapat dilihat pada
perjanjian kinerja tahun 2021 baik ditingkat eselon 11, III dan IV yang tidak mengalami
perubahan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021. Pelaksanaan target kinerja yang
telah diperjanjikan tetap dilaksanakan dengan capaian sebesar 99,97%.Salah satu upaya
pencapaian target kinerja di masa pandemi, pelaksanaan pengawasan Inspektorat dilakukan
dengan metode online baik via whats app dan by phone dengan tetap memperhatikan standar
audit yang berlaku.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah proses penilaian dengan tujuan untuk
melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi
dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Evaluasi
dan analisis atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 202 ladaiah

sebagai berikut :
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1) Sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas dicapai melalui
program Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan indikator penilaian yaitu
persentasepeningkatan sumber daya aparatur untuk para tenaga fungsional berupa
keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan bagi Auditor maupun P2UPD
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) dimasing-masing Lembaga
[nstansi Pembina (BPKP dan Irjen Depdagri) dengan target dalam Perjanjian Kinerja
tahun 2021 sebesar 100%. Adapun capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021 sebesar 100% interpretasi dari target 20 (dua puluh) orang yang diusulkan
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukandan penjenjangan fungsional
pengawas dan 1 (satu) orang pejabat struktural vang mengikuti diklat kepemimpinan
tingkat 11I. Meski di tahun 2021 terdapatrefocusing dan realokasi anggaran untuk
penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, alokasi pendanaan biaya
pengembangan sumber daya aparatur untuk tahun anggaran berjalan. Menyikapi kondisi
tersebut untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pengembangan sumber daya aparatur,
diberikan penugasan metode daring atau online learning bagi para tenaga fungsional

berupa webinar dan atau workshop terkait pengawasan APIP.

Salah satu kewajiban Fungsional Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam standar
pengawasan Inspektorat Jenderal Kementrian adalah meningkatkan pengetahuan,
keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan secara
berkelanjutan (Continuing Profesional Education). guna menjamin kompetensi yang
dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan.
Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (Continuing Profesional Education)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus menerus yang sangat
penting bagi Fungsional Pengawas dalam meningkatkan kompetensinya. Pendidikan dan
pelatihan secara berkelanjutan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan seperti
Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Lokakarya dan Pelatihan Kantor
Sendiri (PKS).

Kegiatan-kegiatan tersebut. selain sangat membantu meningkatkan kapabilitas Sumber
Dava aparatur juga membantu para Fungsional Pengawas untuk memperoleh Angka
Kredit.

Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan
di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Fungsional Pengawas
NO_ Tahun A ditos P2UPD Jumlah

1 2 3 4 5

2 2017 34 7 41

3 2018 52 8 60 |
4 2019 41 10 51 |
5 2020 41 9 50

6 2021 41 | 15 56
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2) Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasaranadengan indikator penilaian yaitu
persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan target dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2021 sebesar 80%. Adapun realisasi kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2021 sebesar 80% atau capaian 100% sesuai target dalam perjanjian kinerja

tahun 2021. jumlah paket terealisasi sebanyak 6 (enam) paket senilai Rp. 523.091.610.-

3) Sasaran meningkatnya pengembangan capaian kinerja dan keuangandengan indikator
penilaian yaitupersentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan dengan
target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 100%. Adapun capaian Kinerja
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebesar 100%dengan pengukuran sub
indikator yaitu tersusunnya secara tepat waktu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP-SKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ-SKPD), Laporan
Keuangan (LK-SKPD) dan dokumen perencanaan lainnya (Renstra, Renja, RKA, DPA).

Hasil Opini LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 hingga LKjIP ini
dibuat, belum dikeluarkan oleh BPK-RL

Prestasi LKPD Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat
6 (enam) Tahun Terakhir

{ |Frovinsi wtp | wrp | wre | wrp | wrp | wrp
Sulawesi Barat

» | Kabupaten wtp | wop | wrp | wrp | wrp | wTP
Mamuju

5 | Kabupaten wTP | WP | WP | WTP | WTP | WTP
Mamuju Tengah

4 |Kabupaten wTP | wTP | WP | WTP | WTP | WTP
Pasangkayu

5 | Kabupaten WTP | WTP | WTP | WIP | WTP | WTP
Majene
Kabupaten

6 | Polewali WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Mandar

7 | Kabupaten wrtp | wre | wre | wre | wre | wrp
Mamasa
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Prestasi LKPD 10 Tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

2011 03.A/LHP/XIX.MAM/05/2012 15 Juni 2011 WDP
2012 04 A/LHP/XIX.MAM/06/2013 28 Juni 2013 WDP
2013 03.A/LHP/XIX. MAM/06/2014 16 Juni 2014 WDP
2014 01.A/LHP/XIX.MAM/05/2015 29 Mei 2015 WTP
|
2015 01. A/LHP/XIX. MAM/05/2016 29 Mei 2016 WTP
2016 01.A/LHP/XIX.MAM/05/2017 26 Mei 2017 WTP
|
2017 03.A/LHP/XIX.MAM/05/2018 31 Mei 2018 WTP
2018 07.B/LHP/XIX.MAM/05/2019 24 Mei 2019 WTP
2019 05.A/LHP/XIX.MAM/06/2020 22 Juni 2020 WTP
2020 13.A/LHP/XIX.MAM/05/2021 27 Mei 2021 WTP
|
2021

Sumber : LHP BPK-RI

4) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan Mandatorvdengan indikator penilaian yaitu
persentase terlaksananya tugas pengawasan mandatory dengan target dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2021 sebesar 100%. Adapun capaian pelaksanaan tugas pengawasan
mandatory untuk tahun 2021 secara keseluruhan sebesar 88,62%.capaian belum
mencapai target disebabkan adanya refocusing dan relokasi anggaran untuk penanganan
pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi berpengaruh terhadap ketersediaan alokasi
pembiayaan tugas pengawasan mandatory untuk tahun anggaran berjalan dan dalam
kondisi pandemi Corona Virus Disease(COVID-19) di tengah-tengah masyarakat tanpa
terkecuali para aparatur di lingkungan kerja, serta himbauan dari Pemerintah Pusat
maupun Daerah tentang phsyical distancing, penerapan work from home (WI'H) bagi para
ASN diawal-awal pandemi sampai dengan penerapan new normal dikehidupan sehari-
hari termasuk dalam lingkungan kerja yang bertujuan menekan penyebharan COVID-19 ke

semua kondisi tersebut menjadi hambatan / kendalaterlaksananya tugas pengawasan
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mandatory secara optimal, adapun yang dimaksud dengan tugas pengawasan mandatory

yaitu :

1. Penugasan reviu (DAK, LKPD, LKjIP, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA,
Penyerapan Anggaran dan PBJ) dengan capaian diakhir tahun 85,71%,

2. Penugasan evaluasi (SAKIP. SPIP. RB. Pelayanan Publik, EPPD) dengan capaian
diakhir tahun 89%,

[F5]

Penugasan pemeriksaan (Komprehensif, Audit Kinerja, Audit Gender, Pemeriksaan
Opname Kas dan Probity Audit) dengan capaian diakhir tahun 79,8% dan;

4 Penugasan monitoring (Nana ROS, Nana Nesa, Rencana Pemherantacan Korupsi dan
Saber Pungli) dengan capaian diakhir tahun 100%yang keseluruhan 4 (empat) sub

penugasan pengawasan mandatory tersebut tercapai persentase total sebesar 88,62%.

Hasil peringkat evaluasi Evaluasi LPPD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat secara
nasional hingga LKjIP ini dibuat, belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri
melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Hal yang masih menjadi kendala adalah beberapa kabupaten masih memiliki kekurangan
data pendukung disehahkan tingkat kesadaran dan kepedulian OPD magih rendah dalam
menyiapkan dan memberikan data pendukung LPPD ke Biro Tata Pemerintahan,
perolehan nilai oleh Kabupaten ini tentunya berimbas pada penilaian EKPPD di tingkat
provinsi. untuk itu. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berikutnya akan
melakukan pembinaan dan evaluasi pendahuluan untuk mengurangi tingkat risiko
kekurangan data pada saat evaluasi final yang dilakukan oleh Tim Pusat Kementrian

Dalam Negeri.

Peringkat LPPD secara Nasional

2014 800-35 Tahun 2014 18 24.526 Tinggi
2015 120-10421 Tahun 2015 26 24739 _ Tinggi
2016 100-53 Tahun 2016 26 26,043 Tinggi
2017 118-8840 Tahun 2018 18 28,172 Tinggi
2018 ki kot Beium Beium Belum
keluar keluar keluar

X Belum Belum Belum

2013 Belum keluar keluar keluar keluar
2021 Belum keluar ?fl‘l_'m ]?',clum E‘.el‘um
keluar keluar keluar

2022 Belum keluar Detnm Bevin B_elum
keluar keluar keluar
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Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

63,14 | Belum

Keluar

Hasii Evaiuasi Sistem Akuntabiiitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

1 2 3

| 2019 BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 11 OPD, CC
sebanyak 21 OPD, C sebanyak 5 OPD,

> | 2020 BE seba:\::ik r%pOPD, B sebanyak 22 OPD, CC
sebanyak 16 OPD, D sebanyak 1 OPD,

3 2021 BB sebanyak 4 OPD, B sebanyak 28 OPD, CC
sebanyak 7 OPD, D sebanyak 1 OPD,

Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

33,87 50,31 | 56,12 | 5746 | 6028 | 60,04 Belum
> et €C | (€6 | ®) B Keluar |

Nilai RB Lingkup Inspektorat

pengkategorian belum ada

tidak dilakukan utk | 092K untuk OPD, nanti setelah

OPD Ailsialain digabung menjadi RB
utk OPD S .
Provinsi baru ada kategori

sumber data : Satgas RB Inspektorat Prov. Sul-Bar

5) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan permintaan dengan indikator
penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan perintah dengan
target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021sebesar 100%. Adapun capaian pelaksanaan
tugas pengawasan berdasarkan perintah untuk tahun 2021 secara keseluruhan sebesar
146,66%, capaian melebihi target dapat dilihat dari tugas pengawasan berdasarkan
perintah yaitu audit dengan tujuan tertentu yang semula diawal tahun ditargetkan
sebanyak 15 penugasan audit namun pada akhir tahun anggaran 2021 terrealisasi
sebanyak 22 penugasan audit. Hal ini disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi
COVID-19 dan pemulihan ekonomi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang teknis

pelaksanaanva dilapangan dilaksanakan oleh SKPD terkait sehingga untuk menjaga
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kualitas pelaksanaan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan maka sesuai peran APIP
sebagai quality assurance dan consulting patner oleh Pimpinan diperintahkan Inspektorat
Provinsi Suiawesi Barai melakukan pengawasan dimasing-masing SKPD teknis yang
melaksanakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 baik dari segi perencanaan
sampai dengan output hasil kegiatannya. Bentuk pengawasan yang dilakukan olch
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19
dimasing-masing OPD vyaitu Reviu Rencana Kebutuhan Biaya (reviu RKB) dan

monitoring evaluasi pelaksanaan.

Sasaran terlaksananya kegiatan pembinaanmemuat 3 (tiga) indikator penilaian dengan

capaian masing-masing sebagai berikut :

a persentase terlaksananya kegiatan pembinaan umum dengan target dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2021 sebesar 90%. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan
umum nntuk tahun 2021 sebhesar 76% atan terealisasi sebanvak 30dari farget vang
ditetapkan pada awal tahun yaitu sebanyak 44 penugasan, tidak tercapainya
pelaksanaan kegiatan ini disebabkan kegiatan pembinaan umum dialihkan pada
penugasan pemeriksaan / audit berdasarkan permintaan mengingat tingginya volume
permintaan reviu, audit dan atau pemeriksaan oleh auditan dalam rangka refocusing
anggaran penanganan COVID-1 dan isu-isu strategis lainnya.

b Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan dengan target
dalam Perianjian Kineria tahun 2021sehesar R0% Adapun realisasi pelaksanaan
kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan berupa pembinaan dengan tujuan tertentu
untuk tahun 2021 sebesar 73,13% atau belum mencapai target yang direncanakan yaitu
sebanyak 67 target penugasan pembinaan dengan tujuan tertentu dan terealisasi
sebanyak 49 penugasan. Hal ini disebabkan dialihkan pada penugasan pemeriksaan /
audit berdasarkan permintaan mengingat tingginya volume permintaan reviu, audit dan
atau pemeriksaan oleh auditan dalam rangka refocusing anggaran penanganan
COVID-1 dan isn-isu strategis lainnva,

¢ Persentase terlaksananya kegiatan konsultasi dengan target dalam Perjanjian Kinerja
tahun 2021 sebesar 100%. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan konsultasi untuk
tahun 2021 mencapai target (100%). Kegiatan mencapai target disebabkan layanan
konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya secara
konvensional (tatap muka) namun dalam rangka himbauan pembatasan sosial atau
phsyical distancinguntuk memutus rantai penularan COVID-19, bentuk layanan
konsultasi dilakukan via elektronik (=oom meeting, link consul wehsite, email WA dan

by phone).
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Sasaran meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dengan indikator penilaian yaitu level nilai maturitas SPIP berada di Level 3. Dapat

anmmniloa
(EER IR SR

tahiin ’)n:? DDVD 4 v Al

Eatatl
ll Ull(ul\ ALY v

dak melakukan pent writas SPIP, karena
dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga realisasi dari target dalam perjanjian Kinerja
vaitu level 3 masih tercapai tahun ini (2021)dan atau dengan persentase capaian
berdasarkan pengukuran kinerja sebesar 100%. adapun Inspektorat Provinsi Sulawesi
Barat telah melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP, dengan mengambil 9
(sembilan)OPD yang dijadikan sampel, pemilihan sampel ini didasarkan pada OPD yang

memiliki pelayanan publik ke masyarakat, tingkat risiko tinggi dan besaran anggaran.

Level Maturitas SPIP

20[6 1,917 Level |
LEV-
2017 284/PW32/6/2017 15-Des-17 2,573 ~{adi |
2018 i ,m' FV' — | 7-Des-18 3,0602 =
3-ruu vy HHEVLO LevelJ
2019 Belum keluar Belum keluar Belum keluar | Belum keluar
2020 Belum keluar Belum keluar Belum keluar | Belum keluar
B 2021 Belum keluar Belum keluar Beium kc]uar Belum keluar

Sasaran meningkatnya tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
dengan indikator penilaian yaitu level tingkat kapabilitas APIP berada di level 3. Dapat
disampaikan bahwa hasil kapabilitas APIP untuk Tahun 2021 hingga LKjIP 1 dibuat

belum dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tingkat Kapabilitas APIP (Inspektorat Provinsi)

| Provinsi Sulawesi | Level | Level | Level | Level | Level Eell um li’ell um
Barat 2DC 2 3DC 3 3 eluar keluar
Kabupaten Level | Level | Level Level Belum Belum

9, 2 +
~ | Mamuju 1 2 2 3 keluar keluar
3 Kabupaien Level | Level | Level ) Level Belum Belum
Mamuju Tengah ] 1 ] 2 kB]UﬂT keluar
4 | Kabupaten Level | Level | Level | , | Level Belum  Belum
Pasangkayu | "'DC | 2DC 3 keluar keluar
s T Rabasatsn M Level | Lovel | Lovel | Level | Level Belum Belum
HONPaAER SAene | o pe 2 3DC 3 3 keluar keluar
¢ | Kabupaten Level | Level | Level | Level | Level Belum Belum
Polewali Mandar 1 2 DE 2 3 3 keluar keluar
- | Kabupaten Levei | Level | Level | ,, | Level Belum Belum
" | Mamasa 2DC | 2DC | 2DC | © 3 keluar keluar
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Hasil Quality Assurance kegiatan QA terhadap 14 Key Process Area (KPA), dari 6
elemen dengan 93 pernyataan untuk tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Hasil
QA BPKP Nomor : LQAPIP-131/PW32/6/2021, tanggai 20 juni 2021, ientang Laporan
Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level
3 Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sudah berada pada Level 3 dan mencapai target
RPIJMN. Level 3 - dengan interpretasi bahwa. semua KPA telah terimplementasikan

secara baik dan terus menerus (institutionalized).

Sasaran meningkatnya hasil nilai Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dengan indikator penilaian yaitu persentase hasil MCP Korsupgah KPK target 80%.
Adapun capaian persentase hasil MCP Korsupgah KPK untuk tahun 2021 sebesar
78.45%.

Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK 4 Tahun Terakhir

terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi
perencanaan dan penganggaran, Penerapan e-signature, Integrasi
dengan aplikasi OSS, Implementasi TPP sesuai PermenPANRB
34, Penerapan Tax Clearance. Selain itu terdapat pula beberapa
indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya Penggunaan
ASR,  Perangkat pendukung 1JKPR] ~ Penavangan RIIP,
Pemenuhan kewjiban pemohon perizinan, Kecukupan jumlah
SDM APIP dan Kepatuhan LHKPN.

2018 63%

terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi
perencanaan dan penganggaran serta Penerapan E-Signature.
Selain itu, terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum
maksimal  diamaranya: Penganggaran APBD, Perangkat
pendukung UKPBJ. Sistem Perizinan online, Kecukupan jumlah
SDM APIP, Kepatuhan gratifikasi, Database Wajib pajak yang

handal dan Legalisasi kepemilikan BMD

)
=)
O
~1
<
(1]
s

terdapat beberapa indikator ada yang belum terpenuhi, ada juga
indikator yang terpenuhi namun masih kurang, diantaranya adalah
2020 66.66% | Sertifikasi Aset, Penagihan Piutang Pajak, Peningkatan Pajak,
Pelaksanaan Tupoksi, Pengendalian dan Pengawasan, kecukupan
SDM APIP

terdapat sub indikator yang belum terpenuhi yaitu Pengendalian
Gratifikasi. evaluasi benturan kepentingan dan penertiban aset.
Selain itu, terdapat juga sub indikator yg sdh terpenuhi namun
belum maksimal diantaranya kecukupan SDM APIP, Regulasi
Manajemen ASN, Capaian penagihan tunggakan pajak daerah dan
sertifikasi asset

2021 78,45%
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Hasil Monitoring Kepatuhan LHKPN Pemprov. Sul-Bar 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun WL 2018
(98,66%)

Maondarmg Kepatuhan INS  Tabel Mhontarmg g fuan NS

& REGISTRATION
i Monitoring Kepatuhan Penyelenggara Negara_ —
g _;- ':;"" M““: J':'m . PEMERITAN PROVNG! SULAATS BARAT
Seatus L Evala~ Lt arfa Subune der
i3 € og Grafik Penyampaian LHKPN
MAILSOX

Saeat | e
SR
—

Tl ) '

B sea-uze B ol B e owey [ Te " |‘

Bpom Lo Tufe imy ARG Tepsl Weets  Jengmsef  Soteh Lapwr "GN TR al L"ﬁ_ &
| 18Nk

22
[E XL

A LH
L) 0, = 5

te

Tahun WL 2019
(98,40%)

Monitoring Kepatuhan Penyelenggara Negara

Ppeasas S o Tamgee §TO0L 2221 63:%5:12

Fesporan L Tarun  cews Laporan
PEMERNTLAS SROV2E SULAWES S4aR4

a3
Srazay Eseion ot e Supunitrans
Kepatuhan Ketepatan

1eo

g
x
3
5
et L
58 At
H 2.~z Wi W mazas s, e 1ma
Reom Lopnr Suaar Lasor Venis Laoor TepetWaktu  Twiambat  Suden Lasor
=3 322 23% 2 2 321
= 5 a5 L 106.00% |4 B L0 ¢ e 100 G0
-t " 50 e =2 & L
& R

Tahun WL 2020
(100%)
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Monitoring Pelaporan Penyelenggara Negara

Tratus U Ewaicr e Scoaut be)s

Pelaporan Ketepatan Grafik Penvampaian LHEPN

- Sucen iaoor

Sawdah Lagsne

Sumber data : elhkpn.kpk.go.id
Tingkat Pelaporan dan Kepatuhan LHKPN se-Sulawesi Barat

WL Tahun 2020
INSTANSI Wajib  Sudah  Belum Belum S, KEPATUHAN
Lapor Lapor Lapor I 31 DES N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU 30 30 0 0 30 {46 ;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUIU TENGAH 28 28 ol 0 '
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU 29 29 o 0
3| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWES| BARAT 45 45 |8l a
PEMERINTAH XABUPATEN MAJENE 142 142 0 0
PEMERINTAH K ABUPATEN MAMUJU TENGAH 141 141 o o
SEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU 184 184 o/i 0
LO|PEMERINTAH KABURPATEN 2OLEWALI MANDAR 7. 72 ol 0
9|PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA 769 769 o} 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWES| BARAT 349 549 0 17
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE 25 25 o 1
12|DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 45 45 ol 3
|PEMERINTAH KABUPATEN MAMUIU 258 251 7] 9] 242|HN0
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 30 29 1] [

*Pelaporan = lumilash Sudah Lapor dibagi sehuuh Wajib Lapor
*Kepatuhan - jumlah status pelaporan LHKPN Lengkap diliagi selurub Waljib Lapor

Terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan
Inspektorat Provinsi diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi
Barat diketahui terdapat 557 pokok temuan dengan jumiah rekomendasi sebanyak 1.210.
Hasil monitoring tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan pada OPD terkait dan hasil
pemutakhiran data TLHP Semester 2 bulan Desember 2021 dengan tim BPK RI
diperoleh hasil. telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanvak 898 rekomendasi.
tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 58 rekomendasi,
ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 245 rekomendasi dan belum

ditindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi
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Admin Entitas

Statistik Rekomendasi (1210) Monitoring Status Penelashan [537) Suat Peningatan (2

v

Sumberdata : SIPTL BPK

Trend Jumlah Rekomendasi BPK-RI Tahun 2018-2021
di Provinsi Sulawesi Barat

! 2 3 Rl 5 (6 = 4/3)
2016 19 Temuan 32 Rekomendasi 30 2 93,8
2017 4] Temuan 142 Rekomendasi 101 41 gy
2018 58 Temuan 119 Rekomendasi 97 22 81.5
2019 28 Temuan 79 Rekomendasi 52 27 65_8__
2020 28 Temuan 77 Rekomendasi 38 39 494
2021 28 Temuan 77 Rekomendasi 34 43 442

Jumlah rekomendasi BPK dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan.
dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah temuan dan
rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK yakni :

 ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun-tahun

eehelumnvya: dan
Y By el

S wateissas

e Tingkat kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan atas pengelolaan

pemerintahan semakin meningkat.
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Hasil dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mendukung tercapainya Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi

‘ " M1A N
Sulawesi Barat selama 7 tahun ber-turut-turut dani Tahun 2014-2021.

TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPKP
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

! 2 3 4 (5=13/2)

2016 17 13 4 76,5
2017 33 10 23 30,3
2018 43 9 3 209
2019 24 14 10 583
2020 13 9 4 69.2
2021 17 5 14 29,1

sumber data : BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

TINDAK L ANIUT TEMUAN HASITL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

/ 2 3 -
2016 34 48 48 - 100%
2017 19 35 35 - 100%
2018 16 37 36 - 97%
2019 16 22 22 - 100%
2020 i 8 0 8 -
2021 18 33 0 33

sumber data : Satgas Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Hasil pemeriksaan InspektoratTahun Anggaran 2020 terdapat 1037 rekomendasi telah
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 918 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 119
rekomendasi atau hasil tindaklanjut sampai dengan Desember 2021 telah mencapai
88,52%

Banyaknya obrik pengawasan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan Sistem Pengendalian Intern yang berdampak mengurangi tingkat risiko

vang dihadapi oleh nthak manaiemen

Adapun kendala yang dihadapi oleh tim monev adalah ;
1. Kurang proaktifnya OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
2. Kurangnya dukungan dan perhatian/komitmen pimpinan OPD atas tindaklanjut

temuan hasil pemeriksaan
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Tidak adanya tim tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan disetiap OPD

B

Adanya beberapa temuan pihak ketiga yang tidak diketahui alamatnya

e

Majeils TGR dan TPKD beium akuf meiaksanakan tugas, sehingga iemuan yang

Lh

sifatnya sulit untuk ditindaklanjut tidak ada proses lebih lanjut
6. Rekomendasi di OPD Kabupaten sulit ditindaklanjuti/dipantau

Salah satu langkah yang diambil oleh Inspektorat dalam mempercepat penyelesaian
tindak lanjut adalah dengan membentuk SATGAS Tindak Lanjut Inspektorat yang fokus
menangani dan berkoordinasi intensif dengan timtindak lanjut BPK-RI Perwakilan

Provinsi Sulawesi Barat.

Pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat adalah Pemeriksaan Khusus
terhadap ASN yang mengajukan permohonan izin cerai, tingginya pengaduan masyarakat
in1 terkait kasus pengaduan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yaknisebanyak 13 (tiga
belas) kasus, in1 mengindikasikan bahwa tingkat perceraian cukup tinggi, Inspektorat
menilai perlu dibuatkan regulaci/kehiiakan vang lehih rinci dan komnrehencif tentang
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
sehingga dapat meminimalisir Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin

cerai.

Rekapitulasipengaduan perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar
5 (lima) tahun terakhir

[ Angka Pengaduan Perceraian |

CINS Peniprov. Sui-Bar
2016 14 kasus
2017 12 kasus
2018 17 kasus
2019 ' 20 kasus
' ) 2020 14 kasus
2021 13 kasus

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak ditemui kendala vang berarti.
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C. Akuntabilitas Keuangan
APBD Tahun 2021
No | Uraian Nilai Pagu Realisasi %o Sisa
1 BelamjaTidak | oo 0551861586 | Rp. 8518095278~ | 99.53% | Rp.  40.519.308.-
Langsung
2 Hetanja Rp. 9.113.382.086,- Rp. 8.978.713.351.- 98,52% | Rp. 134.668.735.-
Langsung
Total BTL + BL Rp. 17.685.243.672,- | Rp. 17.493.801.629,- | 98,93% | Rp. 188.435.043,-

Sumber data : SPJ Fungsional Inspektorat, per 31 Desember 2021

APBN Tahun 2021
Pagu sebesar Rp. 139.180.000

Realisasi sebesar Rp. 97.280.000 atau 69,90%
Sumber data : SPJ APBN Inspektorat, per 31 Desember 2021

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
Inspektorat APBD Tahun Anggaran 2021

1 2 3 4 3

6.01 Unsur Pengawasan Urusan
] Pemerintahan
gy | Xregram Feawajang Urasen 10.924.438.909 1.079.4409.395 | 98,81%
Pemerintah Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan
N 105, 72.399.932
6.01.01.1.01 Evaluasi Kinerja Perangkai Daerah 1kIN0.500 VS
601.01.1.05 | Asmistas Keusagen Fermngh 8.604.675.786 8.564.146.278
Daerah
6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada 31.000.000 30.894 785
Perangkat Daerah
6.01.01.1,05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat 299,652,000 289.463 800
Daerali |
6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 419,026,918 417.470.564
Pengadaan Barang Milik Daerah
: ; 523.091.610
§01.01.1.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 556,136,197
6,011,108 | Eemediasc Jass Pemunjang Urusan 384,356,248 363.948.764
Pemerintahan Daerah
§0101 100 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 430 466 200 432 003 £62
R Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah S
o102 | Irogram Penyclenggaraan 4,736,721,123 4.719.506.864 | 99,64%
Pengawasan
6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3,702,148,843 3.692.945264
6.01.02.2,02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan 1,034,572,280 1.026.561.600
| Tuiuan Tertentu
6orgs | Program Perumusam Kebijakan, 2.030,836,640 1.982.892.370 | 97,64
Pendampingan Dan Asistensi
6.01.03,2,01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang 386,273,000 380,741 718
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi 1,644,563,640 1.602.150.652
| | TOTAL | 17,685,243,672 | 17.493.801.629 | 938.55%

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2021




LKjIPInspektorat Sulbar 2021

Tabel 3.4
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2021

KODE NAMA BARANG ] NILAI (Rp.)
i.3 ASET TETAP | Rp.  7.581.084.161,64
1 Tanah S Rp. 0,-
2 Peralatan dan Mesin Rp. 3.754.930.315,19
3 Gedung dan Bangunan Rp.  3.826.153.846.,45

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,-

5 Aset Tetap Lainnya Rp. 0.-

6 Konstruksi dalam pengerjaan Rp. 0.-
Aset Tidak Berwujud Rp. 0.-
ASET LAINNYA Rp. 262.359.149,81

Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang Rp. 262.359.149.81

Sumber : Pengurus Baranginspektorat, per 31 Desember 2021

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin
hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.
Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan
lebih cepat. SM adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan
oleh  suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Dalam bahasa
Inggris dikenal dengan istilah Model 5 M.

Isi dari model SM adalah :

1. Man (manusia), jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 orang, terdiri dari
Fungsional Pengawas sebanyak 50 orang (68%).

2. Machine (mesin) rincian terlampir

Mioney (uang/modai), dukungan anggaran baik APBD maupun APBN, dengan Tofai
Pagu APBD sebesar Rp. 17.685,243,672.- dengan Realisasi Rp. 17.493.801.629.-
(98,93%) dan Pagu APBN sebesar Rp. 39.180.000.,- dengan Realisasi Rp.97.280.000
( 69.90%).

4. Method (metode/prosedur), saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP) prosedur

(%]

vang dimiliki Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 39 (Tiga Puluh
Sembilan) SOP dan membentuk 20 (dua puluh) Pokja.
S Materials (hahan hakn), kehutnhan administraci, surat menvurat dsh vang dapat

menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29
Desember 2017, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga telah ditetapkan bahwa
Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk
pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas Fungsi akuntabilitas bertujuan

untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada
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Pemangku Kepentingan ataspenggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga,
Unit Eselon I/program.dan/atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan. Adapun fungsi
kuaiitas bertujuan uniuk mengukur efekiiviias dan efisiensi, serta mengidentifikasi
faktor-faktor pendukung dankendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan

Kinerja

Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Data yang dibutuhkan
untukmengukur efisiensi Keluaran (owtput) Program dan efisiensi Keluaran (output)

Kegiatanmeliputi:

—

. Data capaian Keluaran (output) Program;

I~

. Data capaian Keluaran /ourpur) Kegiatan;

3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran

Pengukuran  efisiensi  dilakukan dengan  membandingkan selisth  antara
pengeluaranseharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan seharusnya. Pengeluaran
seharusnyamerupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian
Keluaranfoutput) Program atau capaian Keluaran (owiput) Kegiatan. Pengeluaran

Keluaranfoutput) Program atau capaian Keluaran (output) Kegiatan.

Meski Inspektorat mengalami pengurangan anggaran (refocusing dan merealokasi)Rp.
Rp 762 606 319 -untuk penangangan Pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi,
Inspektorat berkomitmen tidak mengurangi mengubah target Perjanjian Kinerja yang
telah ditandatangani di awal tahun 2021, dan hasilnya terealisasi output sebanyak 804
Laporan Hasil Pengawasan.

Rincian Alokasi Anggaran 2021 berdasarkan jenis belanja

Pagu Realisasi % ~ SiLPA
Gaji 8,551,861,586 | 8,518,095,.278 | 100% 33,766,308
| Operasional 9,133,382.,086 | 8,975.463,351 98% | 157,918,735
a Rutin 2,365,824,323 | 2,276,314,117 | 96% 89,510,206
b Teknis 6,767,557,763 | 6,727,879,906 | 99% 39.677,857
SiLPA 191,685,043 191,685,043
a Gaji 33,766,308 |
Sisa belanja kegiatan rutin dan efisiensi belanja
b Penghematan 124.152.427 perjalanan d_inas luar daerqh, kegiatan Satgas
Anggaran . Saber Pungli dan Honorarium Tim Percepatan
| Penyerapan APBD 2021
Sisa Kontrak Adanya perubahan metode pengadaan dari
@ Pengadaan SBPEHAE pengadaan langsung ke e-purchasing
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2017 2018 2019 2020 2021
353 491 509 867 804

Sumber : sub bagian program dan keuangan

E. Inovasi di Tahun 2021

Sistem Informasi Hasil Pengawasan (Si Hape) adalah sebuah aplikasi yang mencatat dan
merekapitulasi seluruh Surat Tugas, Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Pencatatan terkait Distribusi LHP.

WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang
telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang
dilakukan dalam organisasi tempatnya bekeria. dimana pelapor bukan merupakan bagian
dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. website ini terbangun berkat kerjasama

dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pada 20 Oktober 2016, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disebut
Satgas Saber Pungli yang berkedudukan langsung di bawah tanggung jawab Presiden.
Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyair tugas
melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan
mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana, baik yang
berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah dacrah

Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas
Saber Pungli) pada Tahun 2016 yang selanjutnya diperbarui setiap tahunnya dan yang
terakhir adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Rarat Nomor 188 4/40/SITTRAR/1/2071
tanggal 19 Januari 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021
F. Kesimpulan dan Saran Perbaikan

a) Kesimpulan

1. Rata-rata capaian 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang terdapat dalam Perjanjian

Kinerja (Perkin) berada di kategori sangat memuaskanatau sebesar100,04%.
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Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2021 yang
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin), namun dari seluruh indikator
kinerjayang berjumiah 11 indikator terdapat i (satu)indikaior kinerja yang

realisasinya melebihi target kinerja.

)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi

Sulawesi  Barat. LKPDPemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

2020memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara untuk

Tahun 2021 sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, opini dari BPK-RI

Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat belum keluar.

3. Terhadap temuan hasil pengawasan BPK-RI. telah ditindaklanjuti sesuai
rekomendasi sebanyak 898 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan
alasan yang sah sebanyak 58 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai
rekomendasi sebanyak 245 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 9
rekomendasi, dengan iumlah laporan vang terhit sehanvak 19(Sembilan
belas)laporan.

4. Tingkat Maturitas SPIP maupun tingkatkapabilitas APIP sudah berada pada level
3. ini berarti target di dalamRPJMN maupun RPJMD telah tercapai.namun untuk
tahun 2021 BPKP belum melakukan QA untuk mengukur kembali Maturitas
SPIP maupun tingkat kapabilitas APIP.

5. Total realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung dan tidak langsung

mencapai 99 50%, terdiri dari realisasi capaian kinerja keunangan hbelanja

langsung sebesar 99.03% dan untuk belanja tidak langsung 99,78%.dengan
terbitnya 804laporan hasil pengawasan, mengindikasikan bahwa penggunaan

sumber daya keuangan Tahun Anggaran 202 1telah digunakan secara maksimal.

Atas capaian ini, Inspektorat tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya
perbaikan secaraterus-menerus atas pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang
terus berubah secaradinamis baik dari segi peraturan perundangan maupun harapan

pemangku kepentingan.

Saran — Saran

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, vang mempunyai tugas npokok membantu

Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
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menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, untuk itu

perlu memperkuat komitmen bersama.

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2022. Kebijakan Pengawasan 2022

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan

oleh inspektorat daerah, dengan FOKUS :

8

vang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian
daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. (dilakukan dalam bentuk

pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD (Reviu
Dokumen Perencanaan), Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah (Reviu

Laporan Keuangan)

Kegiatan Pengawasan Lainnya (Probity Audit. Laporan Kinerja. LPPD,
Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran

Berbasis Gender, Pengelolaan Keuangan Desa)

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas (Gratifikasi.
Survey Integritas, PMPRB, MCP, Saber Pungli, Investigatif, Tindak Lanjut
Kerjasama APH, Monev APIP)

Peningkatan Kapabilitas APIP. SPIP, Manajemen Risiko. Pendidikan
Profesional, Standar Pelayanan Minimal (SPM).
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Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 118.4/23/SULBAR/I/2021,
tanggal 8 Januari 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan
Insnektarat Pravinsi Sulawesi Rarat Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai jadwal
dan sasaran obrik pemeriksaaan. Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam hal
pelaporan yakni keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit
sehingga berdampak pada keterlambatan distribusi laporan hasil pemeriksaan kepada kepala
daerah dan obrik pemeriksaan.

Beberapa hambatan yang masih mengemuka antara lain keterlambatan penyelesaian
laporan hasil pemeriksaandan rendahnya tingkat respon obyek pemeriksaan dalam
menindaklaniuti rekomendasi hasil pengawasan khusnsnva temuan Inspektorat

Untuk itu perlu dukungan dalam membangun komitmen bersama baik Kepala Daerah
maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan vang baik. bersih dan akuntabel.agar pelaksanaan tugas lebih tertib serta
berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi tim, auditan serta tindak lanjut
hasil pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat, untuk digunakan

sehagaimana mestinya,

Mamuju, Februari 2021

Kepala Inspektorat,

Drs. H. M. Natsir, MM/

pang‘-nf + Damhina 1 Ttar‘ln ANAads:

iy
LT T e T T e Lk A'l“hl_fu

NIP : 19661231 198603 1 116




PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Provinsi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Nama Perangkat Daerah Inspektorat
(1) (2) (3) (4) (3)
Mifiingl - . .
I eningkatnya kompetensi l Persentase Peningkatan Sumber Daya 100% 100% 100%
sumber daya aparatur Aparatur
Meni ‘ : .
” eningkatnya Ketersediaan 5 Persentase Terpenuhinya sarana dan 80% 80% 100%
sarana dan prasarana prasarana pengawasan
Meni
3 en}ngka?[nye! pengembangan l Pt.:rser}tase Pemenuhan Kebutuhan Laporan 100% 100% 100%
capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
Terlaks - :
4 erlaksananya Tugas 5 Persentase Terlaksananya Tugas 100% 88.62% | 88.62%
Pengawasan Mandatory Pengawasan Mandatory
Terlaksananya Tugas ;
5 Pengawasan Berdasarkan i Jecosmbuss eriakastanys Tugn 100% 146,66% | 147%
. Pengawasan berdasarkan Perintah
Permintaan
Terlaks i i .
6 er a}.('iananya Kegiatan l Perseptase terlaksananya kegiatan 90% 68.18% 76%
Pembinaan Pembinaan Umum
5 Perseptase terlaksananya kegle’uan 80% 73.13% 91%
Pembinaan Berdasarkan Permintaan
3 Perseptase lerlaksanaflya kegiatan 100% 100% 100%
Pembinaan Konsultasi
T Meningkatnya Nilai M i i .
S llad Maturitas |, 1 evel Nilai Maturitas SPIP Level 3 Level3 | 100%
8 Meningkatnya Tingkat
i 2 i ili ; 3 100%
Kapabilitas APIP Level Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Level o
9 Meningkatnya Hasil
Monitoring Control Persentase Hasil Monitoring Control ,
. 78,45% 98%
Prevention (MCP) Korsupgah ¢ Prevention (MCP) Korsupgah KPK 80% Sk ¥
KPK
APBD
Program Anggaran Realisasi Yo Ket
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 10,924 438909 Rp 10,794,409,395 98.81% APBD-P
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp 4,736,721,123 Rp 4,719,506,864 99.64% APBD-P
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Rp 2,030,836,640 Rp 1982892370 97.64% APBD-P
A ri b msn e
Jumlah Rp 17,691,996,672 Rp 17,496,808,629 98.90%
APBN
Pagu Anggaran sebesar Rp. 139.180.000 dengan realisasi sebesar Rp. 97.280,000 atau 69,90%
Mamuju,  Februari 2021

{Fv Kepala Inspektorat

Drs. H. M. NATSIR, MMJ/
Pangkat © Pembina Utama NMadya

NIP : 19661231 198603 1 116




REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

( Januari - Desember 2021 )

m_mx.w.m._.bm_p._. _Wm)..z _. _xwﬂz =,. IRBAN .___. Total
iF 3 i ] e R Ar )
URAIAN Uraian ( Jenis Pemeriksaan ) e T Target [ : Tt rl BRSO ) v Fedhsan
1 2 3=23 4 5 6=5/4 7 8 9=87 10 11 12=11/10 13
Komprehensif ( 4 Aspek, Pajak pusat &
Ommm; mm%%a_,. %2 e Hcam% v 11 1 100% 9 9 100% 11 1 100% 3
Audit Kinerja 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% 12
PEMERIKSAAN vagz Audit : 3 3 100% 3 3 100% 1 3 100% 9
Audit dengan tujuan tertentu 12 13 108% 1 1 100% 1 4 400% 1 4 400% 22
Pemeriksaan Kas Opname 56 28 50% 56 42 75% 52 39 23% 109
Audit vma_..nm:mm_._ dan Penganggaran 5 0 0% 5 0 0% 5 9 100% 2
Berbasis Gender
PEMBINAAN Pembinaan Umum 14 14 100% 17 7 41% 13 9 15% 30
Pembinaan dengan tujuan tertentu 12 4 33% 20 21 105% 20 7 35% 15 17 67% 49
Dana BOS 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 6
Dana Desa 21 21 33% 21
SiLPA 14 14 100% 14 14 100% 13 13 0% 41
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 8 8 100% 8
MONITORING  |Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 19 19 100% 19
Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) 15 15 100% 15
Gratifikasi 12 12 100% 12
LHKPN / LHKASN 3 3 100% 3
SPI ( Tidak dilaksanakan) 1 0 0% .
Evaluasi SAKIP OPD 14 14 100% 14 14 100% 13 13 100% 41
Evaluasi SPIP 20 9 45% 9
EVALUASI Evaluasi RB 14 14 100% 14 14 100% 13 13 100% 41
Pelayanan Publik 10 10 100% 10
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
EPP0) YoRmg 7 7 100% 7
Reviu LKPD Pemprov. Sul-Bar 1 1 100% 1
Reviu LKPD OPD 14 14 100% 14 14 100% 13 13 100% 41
Reviu LKjIP Pemprov. Sul-Bar 1 1 100% 1




mm%ﬂmﬂ}z_a mm)z%ﬁ _._awmwﬂ.z ___. Total
o B I el 3 o o
URAIAN Uraian ( Jenis Pemeriksaan ) b ol ; _. ks Realisasi
1 2 3=23 4 5 6=54 7 8 9=87 10 11 12=11/10 13
Reviu LPPD 14 0 0% 14 0 0% 13 0 0% -
Reviu RKPD Pokok 1 1 100% 1
Reviu RKPD Perubahan 1 1 100% 1
Reviu Renja OPD Pokok 14 14 100% 14 14 100% 13 13 100% 41
REVIU Reviu Renja OPD Perubahan 14 14 100% 14 14 100% 13 13 100% 4
Reviu KUA - PPAS Pokok 1 1 100% 1
Reviu KUA - PPAS Perubahan 1 1 100% 1
Reviu RKA Pokok 14 14 100% 14 14 100% 13 13 100% 41
Reviu RKA Perubahan 14 14 100% 14 14 100% 13 13 100% 41
Reviu DAK 18 26 144% 9 9 100% 6 10 167% 45
Telaahan Sejawat 2 0 0% 2 0 0% 2 0 0% .
Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ 4 4 100% 4
SOSIALISAS! Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) 4 4 100% 4
LHKPN / LHKASN 1 1 100% 1
Kapabilitas APIP 1 0 0% .
Rakorwasnas 1 1 100% 1
Rakorwasda 1 1 100% 1
Pengembangan SDM 12 12 100% 12
KEGIATAN Jabatan Fungsional 2 5 250% 5
PENDUKUNG .
PENGAWASAN LKjIP Inspektorat 1 1 100% 1
LKPJ Inspektorat 1 1 100% 1
LKPD Inspektorat 14 14 100% 14
Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, . - 100% ;
DPA)
TOTAL & REALISAS! PER BIDANG 88

TOTAL TARGET TAHUN 2021




PESERTA DIKLAT PEMBENTUKAN DAN PENJENJANGAN FUNGSIONAL PENGAWAS

TAHUN 2021

1 2 3 4 5 7 8

1 |MASDIAH K, SE., M.Adm.KP. 19750514 200801 2 020 Penata Tk. |, 1li/d 23 Maret s/d 16 April 2021 110 Jam Penjenjangan Auditor Madya
2 |St. AISYAH, SP 19730327 200802 2 002 Penata Tk. |, lll/d 23 Maret s/d 16 April 2021 110 Jam Penjenjangan Auditor Madya
3 |A. ELY HERLINA WATI, S.Si 19800929 201001 2 020 Penata Tk. |, lll/d 2 s/d 24 Nopember 2021 110 Jam Penjenjangan Auditor Madya
4 |RIDWAN RESMY, SH 19791003 201001 1 026 Penata Tk. |, li/d 2 s/d 24 Nopember 2021 110 Jam Penjenjangan Auditor Madya
5 |DEWI, SE 19781015 201410 2 003 | Penata Muda Tk. |, lll/b | 18 Maret s/d 20 April 2021 130 Jam Penjenjangan Auditor Muda

6 |ARYANTASARI, S.Psi 19850206 201101 2 015 | Penata Muda Tk. |, lli/b | 18 Maret s/d 20 April 2021 130 Jam Penjenjangan Auditor Muda

7 |AMATULLAH, SH 19840810 201001 2 041 | Penata Muda Tk. |, lli/b | 18 Maret s/d 20 April 2021 130 Jam Penjenjangan Auditor Muda

8 |VITA YURISCA NATALIA, S.IP 19921226 201406 2001 | Penata Muda Tk I, I |27 OKtOPer wmmw Nopember| 430 jam Penjenjangan Auditor Muda

9 |ANDI ROSDIANA, SE 19861003 2014102 002 | Penata Muda Tk I, lip |27 OKtober w‘mmmm Nopember! 456 jam Penjenjangan Auditor Muda

10 [MIRAWATI, SP., MM 19740305 199903 2 009 Pembina, IV/a Penjenjangan PPUPD Madya
11 |A. NINNONG 19801222 200312 2 010 Pembina, IV/a Penjenjangan PPUPD Madya
12 |AGUS SALIM, ST 19760816 201001 1 011 Penata Tk. |, lli/d 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Penjenjangan PPUPD Muda

13 |ACO GUNAWAN, SH 19791128 201001 1 018 Penata, lll/c 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Penjenjangan PPUPD Muda

14 |JUFRI, ST 19760719 201001 1 005 Penata, lli/lc 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Penjenjangan PPUPD Muda
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8

15 |ANDI! IRA ALIM AYUDISTIRA, S.Hut 19841019 201001 2 030 Penata Muda, lll/a 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Pembentukan PPUPD Pertama
16 |DEDY IRAWAN, S.IP 19891218 201903 1 002 Penata Muda, lll/a 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Pembentukan PPUPD Pertama
17 |SRIWULAN, SE 19860123 201101 2 016 Penata Muda, Ill/a 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Pembentukan PPUPD Pertama
18 [NURASIAH, SE 19790301 201001 2 010 Penata Muda, lll/a 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Pembentukan PPUPD Pertama
19 |DEWI PRATIWI YUSUF, SE 19860905 201001 2 030 Penata Muda, lll/a 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Pembentukan PPUPD Pertama
20 |TRI SUSANTI RESQI ANDIRA, S,STP. M.Tr,AP | 19921025 201507 2 001 | Penata Muda Tk. |, lll/b 3 s/d 16 Nopember 2021 120 Jam Pembentukan PPUPD Pertama

Mamuju, 31 Desember 2021

Kasubag.Program dan Pelaporan

SULTAN TRANSASMOKO, SH.,MH
NIP : 19850909 200604 1 003




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Indikator Kinerjs Utama

FPenjelnsan

(3)

[L)]

()]

(4}

Nilni yang dilocluarian cleh KPK melahui aphloast

https./korsupgah kpk go.id/

Tingknt Mahuritas SPIP

vl

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIF adalah
tmgleat & gan kesemy pentyelengganaan SP1

h dalam piad tugjusiah dalian intern sesum dengan Peraturan
mmmm?mmmmmmwmpmm

Level § - Tingkat Belum Ada
Paca tingdeat ini, K/1/Pemda snma sekali bebum memilii mfrastruktur (kebijakan dan

| Teelemahan yang belum ditengam secars memadas. Tindakan Ponpmnan K/LP menangn
| eetemahan tidak konssten

| terdolumentas dengan batk. MNamun evaluast atis pengendabian intern dilakulom tanpa

| masmg-masing personel pelalouna kegmtan yang selan mengendalikan kegiatan pada

| maupun tujuan KL/Pemda. Evaluasi formal dan i Marmn, kb y

It ) yang diperiukan unuk melaksanakan prakick-prakick pengendalian intern.

Level | - Tingkat Rintlsan
Pasa tingkat mi, K/1/Pemda telah it inten.

;ﬁpdnul!wuhhi}wgdpﬁhhlbﬁﬁlind-?mmmmwm
hailk, tanpa b ikasi dan p Kel tdak dudentifikas Pura Pegawi
kawmnmmmbm

Level 2 - Tingkst Berkembang

Pada timgkat ini K/L/Pemda telah melaksanskon praktik p dalian intern, namun tidek
terdokumentiss: dengan bask dan pelaksanaamnys sangat lergantung pada indiadu dan
beburn melibatian semua unit orEsnisas

Ofeh sebaty ity keandalan SPIP masih berbeda dan satu it orgamsas ke wt lannys
dalam satu K/LPemda, Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga bamynk terjnch

Level 3 - Tingkat Terdelinisi
Pada tnghkat ini, K/L/Pemda telah melal ean praktik daluan mtern dan

dolumentas: yang memadai.
Beberuy perigendalian tergadi dengan dampak yung cukup bert bag
pencapaian Hjuan oTganisas

Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur
Pada unghat ind, £/1/P telah menerapkan pengendabion mitermal yang efeknf,

pencapatan tujuan kegitan it sendin

evatuas dilakukan secars manual, belum menggunakan alat bant aplikast komputer

Level 5 - Tingkat Optimum
mm:mwwmmmwmm
dalam kegiatun yang didukung oleh pemantavan

olmmhmmmd?:qﬁku P penuh dalam

! g nisiko, dan y meluuanmndm
(self ) tas. dalian diakukan sccara terus menerus berdasarkin anuhsis
ap dan penyebabnya, Para pegawm terhbat secarm aknf dalam penyempurriaan sistem
pengendulinn intern

Hiesil Pengzupan Tinghat Mamuntass
SPIF

Sub. Bag Program &

Laporan Semasteran /
Tahunan

Tingknt Kapatalitas APIF

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIF) adalah kemampuan
untuk melaksannkan tugas — tugss pengiawasen yang terdin dan tigs unsur yang saling
terkait vait k dam ompetenst SDM APIP yatg harus disiliki APTF)
wdnp-twmqu&mpwmm’wm:fnkh!

t LY upaya L e

s g aan, tita | ¥ bismus manay dan
sumber disyn mannsin APIP agnr dapat melaksanakan peran dan fungs APIP
yang efektif

Level 1 {Initial),

APIP belum dapat memberikan jantinmn mas proses tata kelola sesusi persturan dan
behun daput mencegah kongpsi

Scaraldteristik

a Ad hoc atau tidak terstruktur;

b. Hamva melakuken audit saja atan reviu dokumen dun ransaksi untuk akuras dan
loepandum,

©. Hoall peng b o, paca | i orang tertent,
d.T‘adlk-d.npnxnkpmhm-lmtinhmkm

e P 5 oleh ! F/LP, sesuni dengan hebutuban,

‘Hamil Pengupan Togkat Kapabalitns
APIP

Midel Kapahilites Pengawnsan
Irntern atau Internal Audit
Capability Model (IACM)

Sub Bag, Frogmm &

I-‘Poll'l\ Semesteran |

Tahuman




Sasaran Strategls | Indikator Kinerfa Utama | Sutuan Penjelasan Farmula Sumber Data Ket
i) 2 ) ) 5} () - Lo

Level 2 (Infrastructure)
APIP mampu menjamin proses tta kelola sesum dengan peraturan dan mampu
mendeteks: teradinyn korupsi
knrakteristi
a APIP membangun dan memelihara prosss secara benulang-ulang dengan demukian
foemampuan akan meminghoat
b APIP telah mestlikd aturan tertulis mengenni pelay kegatun penga intern,
frastruke 1 dan admun sertn prukitk profesional dan proses yang
sedang dibangun,
o marfit i ican berdasarkan prioritas .
4 Musdl kst pmda ki ilian dan ko el Or B -OLBIE berteat,
»erta
e Penernpan standar mash paraad
Level 3 (Integrated)
APIP mampu mendlai efisiensi, efektivitas, ckonomis suat kegatan dan mampu
| memberikan konsultas: pacda tata kelola, I maiko, din pengendalian mtern
Farakieristik
. Kebyaion, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapian, didokumentusikan, dan
terntegras satu sarma inin, sertn n s
b M serts prakk p | APIP telah mapan dan seragan diterapkan i
seluruh kegatan pengawasan intem,
o Kegmtan peryg intern mulin disclaruskan dengan tata kelola den nsiko yang
dibachape,
. APIP berevalun dan hanya melakukan Kegiatan secara tradssional menjadi

ginte dir} sebagni ) buirsi clan saran terhadap kinega
i panagemen nsiko,
e Memifokuskan untuk b o dan kap kegintan peng initerm,
mdependes serta obyekiratas, serin
1 Pelakzanaan kegistan secars umum telah sesuai dengan Stendar Audit
Level 4 (Munaged)
APIP mampu brerik sccarn kescluruhan atas tata kelols, manajemen
nsiko, dan pengendabian mtern
Karktenstik
i Adanyn keselarasan harapan APIP dan stakeholder uiama,
b. Memiliki ukuran kmerp itatf untuk mengukur dan proses dan haail
pengawasan mberm;
© APIP dubod bt i yang wignifikan bag o
d Pungsi pengawanin intern sebagm hagan ntegral dur tate kelols onganmas dan
menajemen ko,
& APIP adalah unit usasha yung dikelols dengan baik Ristko dmiur dan dikelols secarn
k af, serta
1 Adunya persy pilan din komy demgan kag untuk petiik
dan berbag pengetaluan (dalam APIP dan schuruh organisesi)
Level § (Optimizing)
APIP menjudi agen perubahan
Karakienstik
a APIP adalah orga P lajar dengan proses perbaskan yang ber) g
dan movas,
b AP sncuggunabonn Uformmst dadi dalam dan loa organisasi niuk boerkonttus dalam
| Pencapam Hijuan stralegis;
¢ Kanerpa kelas dunsa { world-class Vrecommended/best practce,
. APIP adalah bagan penting dan strukiur tata kelola organisasi K/L/Pemda;
. APIP masuk kntegori organisasi top-level yang grof | dan menlia k il
| terspesanhsasi; serta
1 Ukuran lanena individu, unit, dan orga pemt wras untuk mendorong
Keri

Esmmsl Nilni KP Linghup Inspektorat | BB [Nila yang dikeluarkan oleh MenP ANRR melahu aplikos hitps:// pmprb.menpan go.id/
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Audit Kinerja

b
s
£
£
o
£y
e
i
b
s
£
£
£

Probity Audit

Pemeriksaan Kas Opname All All All

2
3
4_|Audit dengan tujuan tertentu
5
6 Audit Perencanaan dan Penganggaran Al Al All Al

; Berbasis Gender
3 Pembinaan

18 |18 |18 131 |31 |32 |32 & (8 29
7 .7
28 |28 |38 10 . | 17|29 |28 33 |35

35 |35 d 41 |14 b

1 [Pembinaan Umum

Dana Desa 2 Ix3 x3 |x3 x3 |x3 %3 |x3

Evaluasi SAKIP OPD. All L Al
Evaluasi SPIP
Evaluasi RB Al

Pelayanan Publik x3 K3

o AQN]- @Cﬂﬂlﬂltﬂhlwu

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

PPD)
Reviu

Reviu LKPD Pemprov. Sul-Bar X1 [x1 |x1

Reviu LKPD OPD All_|All

Reviu LK|IP Pemprov. Sul-Bar x3 |x3

Reviu LPPD OPD

Reviu RKPD Perubahan x1 [x1

Reviu Renja OPD Pokok All LAl

Reviu Renja OPD Perubahan All_|AI

1
2
3
F]
5 _|Reviu RKPD Pokok x1 |x1
6
7
8
9

Reviu KUA - PPAS Pokok X _|x1

Reviu KUPA - PPAS Perubahan x1

Reviu RKA Pokok X1 Ix1 x1 Px1 Ix1 fx1 Ix1

Reviu RKA Perubahan X1 |x1

Telahaan Sejawat All AN All Al

0
1
2
3 |Reviu DAK Al AN All_[AN All Al
4
5

Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ x3 |x3 x3 |x3 x3 |x3 W3 |x3

xi x1 x1

x0 |x0

Inspekt Sulawesi Barat

[All ] Kegiatan yang melibatkan semua Irban [X0 | Kegiatan Sekretariat
| |Kegiatan berdasarkan kebutuhan [X1 |Kegiatan Irban |

| |Kegiatan Sekretariat sepanjang tahun X2 |Keg Irban Il
Kegiatan Irban | sepanjang tahun %3 |Kegiatan Irban il
Kegiatan Irban |l sepanjang tahun

| |Kegiatan Irban Ill sepanjang tahun

Drs. GUSTAM KAMASE, M.S| ANDI NURLIANTI NURDIN, M.MPub




GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 188.4/23/SULBAR/I/2021
TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO DAN
PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang

Mengingat

o

TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan
fungsional atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat dan koordinasi serta sinergitas antara
aparat pengawas fungsional intern pemerintah, perlu
menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
berbasis risiko dan peta pengawasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Risiko dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4023);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,



Menetapkan
KESATU

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008,
tentang Pejabat Pengawasan Pemerintah di lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 95);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor I

15, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat T ahun
2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 34);

16, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Peta
Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran [ dan
lampiran Il Keputusan ini.



KEDUA : Agar Pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan,
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengoordinasikan
dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota serta Instansi terkait.

KETIGA . Pemeriksaan terbagi 15 (lima belas) bagian terdiri dari:

1. Pemeriksaan Komprehensif;

a. aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi;

b. aspek pengelolaan keuangan;

c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan

d. aspek pengelolaan sarana dan prasarana.

Audit Kinerja Berbasis Risiko;

Probity Audit;

Pemeriksaan dan pengujian terhadap laporan berkala dan

sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;

Pelaksanaan pengawasan satuan kerja dalam rangka
pembinaan;

000

o

6. Penanganan kasus/pengaduaan masyarakat;
7. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;

8. Sapu Bersih Pungutan Liar;

9. Gratifikasi;

10. LHKPN;

11. Dana Bos;

12. Dana Desa;

13. Evaluasi SAKIP;
14. Evaluasi SPIP;

15. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab dan

melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Gubernur
Sulawesi Barat.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

KELIMA

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 .Janyari 2021

/GUBERNUR SULAWESI B

/ Y
{ / 8\ s

(o B2 R «7

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Wakil Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju; ) )
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Mamuju.
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| | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
' O = INSPEKTORAT PROVINSI
-‘s.:f# JoH Abd Malik Partana Endeng kp Perkantoran Gubemur, Rangas - Mamuju

Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Mamuju, i Maret 2022
Provinsi Sulawesi Barat
di -
Tempat
SURAT PENGANTAR

Nomor : 780/ {p /l/Itprov.2022

No. Uraian Ranyaknya Keterangan

1. | Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 1(Satu) Eks. Dikirim dengan

(LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi | < - hormat kepada

Barat Tahun 2021 Bapak  untuk
diproses  lebih
lanjut.

Terima Kasih.

Diterima tanggal, \n —© % — 2022 //,azﬂ:Kepala Inspektorat,
Yang Menerima, skretar
man S - sy . _\ : ¥ : i
Pangkat : - W\\A&ﬁ Panglat : Pembina
NIP : 153@ lo‘{-bq_ 7{:{901-( (0o NIP : 19781023 199803 2 002

NoTelp: 0-@\ z2(2 48 7—8/(



